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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
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NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONISIA,

buhwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik

Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan

Ckeleluasaan kepada Dacrah- untuk  menyelenggarakan

Otonomi Daerah;

bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daecrah, dipandang

perlu untuk lebih menckankan pada prinsip-prinsip demokra-

si, peran-serta masyarakal, pemerataan dan keadilan, serta
memperhadikan potensi dan keanckaragaman Dacrah;

bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di
dalam maupun di luai negeri, serta tantangan persaingan
global, dipandang perlu menyelengparakan Otonomi Dacerah
dengan memberikan kewenangan yang  luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepadie daerah secara proporsional, yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan
sumber daya nasional,  serta perimbangan keuangan Pusal
dan Daerah, *sesuai dengan pringip-prinsip demokrasi, peran-
serta masyarakat, pemeradaan, dan keadilan, serta polensi
dan keanckaragaman  Daerah, yang dilaksanakdn  dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. bahwa
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bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pnkok—
pokok Pemerintahan Di Dacrah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
lidak scsuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otenomi
Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor
56, Tambahan Lembaran Ncgara Nomaor 3153) yang
menyeragamkan nama, bentuk. susunan, dan kedudukan
pemerintahan  Desa, tidak scsuai dengan  jiwa Undang—

Undang Dasar 1945 dan perlunya  mengakui  seria

menghormati hak asal-usul Dacrah yang bersifal istimewa

schingga perlu diganti;

bahwa bcrhuhm-lg dengan itu, perly ditetapkan  Undang-
undang mengenai Pemcerintahan Dacrah untuk mengpanti
Undang-undang Nomor 5 Tflhun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Dacrah dan Undang-undang Nomor §
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Pasal [ ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal t8, dan Pasal 20 ayal
(1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketelapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyal Republik
[ndoncesia Nomor  X/MPR/1998 tentang  Pokok-Pokok
Rcf‘o.rmasi Pembangunan dalam Rangka Penyclamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional schagai Haluan Negara;
Ketetapan  Majelis ~ Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia - Nomor  XI/MPR/1998 (enlang  Penyclenggara
Negara yang Bersih dan  Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Ncpolisime;

4. Keletapan
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4. Keclclapan  Majelis  Permusyawaralan Rakyal Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan
Sumbier Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
changan Pusat dan Dacrah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majclis Permusyawaratan Rakyal, Dewan
Pcr\\_'akilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lecmbaran Negara Talun 1999 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3811);
Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Mcnctapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
. Pasal |
Dalam undnng-m;dang int yang (Iimnk#ud dengan:
a. Pemcrintah Pusat, sclanjutnya dischut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesaluan Republik Indonesia yan.g terdiri

dari Presiden heserta para Menteri.

h. Pemerintah ...
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Pcmerintah Daerah adalah Kcpala Dacrah beserta perangkat

Dacrah Otonom yang fain schagai Badan Eksekulif Dacral.

Dewin  Perwakilan Rakyat Dacrah,- sclanjutnya  disehut
DPRD, adalah Badan Legislatif Dacral.

Pemerintahan Daerah adalah penyelcnggaraz'm Pemerintahan
Dacral Otonom olch Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas Desentralisasi,

Descntralisasi adalah penyerahan wcwen;mg-pcmcrintalh:m
olch Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dckonscntrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kepada  Gubernur schagai  wakil Pemerintah  dap atau
perangkat pusat di Dacrah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
Daeralh dan Dcsa dan  dari Dacrahh ke Dcsa. untuk
melaksanakan tugas lertenty yang disertai pembiayaan,
sarana dan?pmsarann serta sumber daya manusia dengan
kewajiban nii:lzlpm'k:m pelaksanaannya dan mempertanggung-
Jjawabkannya kepada yang menugaskan,

Otonami Dacrah adalal kewenangan Dacrah Otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal scicmpat
menuvrut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakal
sesuai dengan peraturan perundzng-undangan,

Dacrah Otonom, sclanjutnya discbut Dacrah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mcmpunyai batas dacrah terieny
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakay

Selempat - menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi

masyarakat



m.

.

p.

PRESIDEN
REPUNLIK INDONESIA

masyarakal dalam ikatan Ncgara Kesatuan Republik
Indonesia.

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sclaku
wakil Pemcrintah.

Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau
Lembaga Pemcrintah Non-Departemen di Dacrah.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat
Pusai dan alau pejabat Pemerintah i Dacrah Propinsi yang
berWenang membina dan mengawasi  penyelenggaraan
Pemc:rinlalmu Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camal sebagai perangkal
Dacrah Kabupaten dan Dacerah Kola.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah schagai perangkat
Dacrah  Kabupaten dan/atae Dacrah  Kota  di  bawah
chanialan.

Desa alau yang dischut dengan nama lain, selanjutnya
discbut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki  kewenangan  untuk  mengatur - dan mengurus
kepentingan masyarakat setempal berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Dacrah Kabupaten.

Kawasan  Perdesaan  adalah kawasan yang mempunyai
kcgi}l-l;m tlama pertanian, terimasuk pengelolaan sumber daya
alam, dengan  susunan fungsi kawasan schagai tempal
permukiman  perdesaan, pc,;lay;lnan Jasa  pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi.

q. Kawasan
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Kawasan Perkotaan adalah  kawasan yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi
kawasin sebagai tcmpal permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial,

dan kegiatan ckonomi.

BAB 11
PEMBAGIAN DAERAH
Pasal 2
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam
Dacrah Propinsi, Dacrah Kabupaten, dan Daerah Kota yang
bersifal otonom.
Dacrali  Propinsi  berkedudukan  juga  sebagai Wilayah

Administrasi.

Pasal 3

Wilayah Daerah Propinsi, schagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut scjauh dua

belas mil Lt yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan

atau ke arah perairan kepulauan.

(D

BA 111
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DAERAH
4 Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan
disusun Dacrah Propinsi, Dacrah Kabupaten, dan Dacrah

Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat
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masyarakal sclempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat.

‘Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai  hubungan

hierarki satu sama fain.

» Pasal 5
Dacrah  dibentuk  berdasarkan pertimbangan  kemampuan
ekdnomi, polensi  Dacrah, sosial-budaya, sosial-politik,
jumlah penduduk, luas Dacrah, dan pertimbangan lain yang
mcmungkinkan terselengparanya Otonomi Dacrah,
Pcmh.cnlukun, nama, batas, dan ibukota schagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undahg-Undang.
Perubahan batas yanp lidak mengakibatkan penghapusan
sualu'Dacrah, perubahan nama Daerah, serta perubahan
nama dan pemindahan ibukota Dacrah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,
Syarat-syarat pembentukan Dacral, sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), ditctapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Dacralv yang tidak mampu menyclenggarakan  Olonomi
Dacrah dapat dihapus dan atau digabung dengan Dacrah lain,
Daerah dapat zli‘mekarkan menjadi lebih dari saw Dacrah,
Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran
Dacrah, schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayai (2),

ditctapkan dengan Peraturan Pemerinah,

(4) Penghapusan,
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(4) Penghapusan, penggabungan  dan  pemekaran Dacrah,
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditctapkan

dengan Undang-undang.

BAB IV
KEWENANGAN DAERAH

»

Pasal

(1) Kewcenangan Daeraly mencakup kewcenangan :dalam seluruh a

"
v

bldang pemerintahan, kecualj kewenangan dalam bidang
polmk luar negeri, pertahanan kcamanan, peradilan, moneter
»dan fiskal, agama, serta kcwcnangan bidang lain.

‘(2) Kewenangan bidang lain, sehagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi kebijakan lentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana
perimbangan  kcuangan, sistem administrasi ncgara dan
lembaga  perekonomian ncgara, pembinaan  dan
pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber
daya alam serta Ilcknologi tinggi yang strategis, konservasi,

dan standardisasi nasional,

Pasal §

(1) Kewenangan Pemerintahan yang discrahkan kepada Dacrah
dalam anbka desentralisasi  harus  discrtai dengan
penyerahan  dan  pengalihan pcmbiayaan,  sarana  dan
prasarana,  serla sumher  daya manusia  sesuai dengan

kewenangan yang diserahkan tersebut.

(2) Kewenangan
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Kewenangan  Pemerintahan  yang  dilimpahkan kepada
Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus discrtai dengan
pembiayaan scsuai dengan kewcenangan yang dilimpahkan

terschult.

Pasal 9

Kewcnangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas
Kabupaten dan Kota, serta kewcnangan dalam bidang
pemerintahan tertentu lainnya.

chcna'ngan Propinsi schagai Dacrah Otonom termasuk juga
kewcnangan yang tidak atau  belum dapat dilaksanakan
Dacrah Kabupaten dan Daerah Kota.

Kewenangan - Propinsi - schagai  Wilayah  Administrasi
mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Gubernur sclaku wakil Pemerintah.

Pasal 10

Dacrah berwenang mengelola sumber daya nasional yang
lersedia i wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan scsuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kewcenangan Dacrah di wilayah laul, schagaimana dimaksud
dalam Pasal "3‘. meliputi :

a. cksplorasi, cksploitasi, * konservasi, dan pengelolaan

kckayaah laut schatas wilayah laut tersebut:

b. pengaturan kepentingan administratif:

C. pengaturan
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C. pengaturan tata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan
olch Dacrah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh
Pernerintah; dan-

c. h_:lhluan penegakan kcamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah

Jaut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh

sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.

Pengaluraﬂ lebih lanjut mecugenai ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayal (2) dilc_{apka;l dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 11

Kewenangan Dacrah Kabupaten dan Daerah Kola mencakup

‘semua kewcenangan pemerintahan sclain kewenangan yang

dikccualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

Bidang, pemerintahan yang waj-ih dilaksanakan olch Dacrah
Kabupaten dan Dacrah Kota meliputi pekerjaan umum,
kesehatan,  pendidikan  dan kehudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal,

lingkungan hidup, pertanahan, koperasi,.dan tenaga kerja.

. Pasal 12

Pengaturan  Iebih  lanjut  mengenai  ketentuan  schagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditctapkan dengan Peraturan

Pcmetintah.

Pasal 13
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Pasal 13
(1) Pemerintah dapat mcnugaskan kepada Daerah lugas-tugas

lertentu  dalam  rangka lugas  pembantuan  diserta;

. pembiiyaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

- manusia clengan kewajiban mclaporkan peiaksanaannya dan

.mempc rtanggungjawahkannya kepada Pemerintah.
(2) Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

‘ d:telapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Vi U BABYV
BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
. ~ Bagian Kesatu
 Umum
Pasal 14

(1) Di Daerah dibentuk DPRD scbagai Badan Legislatif Daerals

‘dan Pemerintah Dacrah schagai Badan Eksckulif Dacral,
(2) Pemcerintah Dacrah  terdiri Alas Kepala Dacrah  beserta

perangkat Dacrah lainnya,

Bagian Kcdua
Dewan Perwakilan Rakyat Dacraly
JPasal 15

Kedudukin, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pim-

pinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-

undang.

Pasal 1o ...
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Pasat 16
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyal di  Dacrah
merupakan wahana  unluk inclaksanakan  demokrasi
berdasarkan Pancasila.
DI"ﬁD sebagai Badan Lcgislatif Dacrah berkedudukan scjajar

dan imenjadi mitra dari Pemerintah [acralr,

Pasal [7
Keanggohan DPRD dan jumizh :-:cota DPRD dlletapkan

scsuai dcngan peraturan perundang  dangan.

Alat kclengkapan DPRD terdiri »as pimpinan, komisi-

t komisi, dan panitia-panitia.

DPRD membentuk Traksi-fraksi ya: hukan muupak'm alal

kdcngkap:}u DPRD.

Pelaksanaan kctentuan, schagaimana dimaksud pada ayat (2)

‘ daﬁ hyal (3), diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 18

DPRD mempunyai tugas dan wewenang

a. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupai,
dan Walikota/Wakil Walikola:

b. memilih anggota Majclis Permusyawaratan Rakyat dari
Utusan Dacrah;

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/
Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/
Wakil Walikota;

d. bersama  dengan  Gubernur, Bupati, atau Walikota
membemtuk Peraturan Daerah;

c. bersama ...
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bersama  dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota

meaclapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;

melaksanakan pengawasan terhadap :

1) pelaksanaan Peraturan Daerah  dan  peraturan
perundé_ng-undangan lain,

2) pelaksanaan Keputusan - Gubernur, Bupati, dan
Walikota;

3) pel'aksanaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Dacrah; -

4) kcbijakan'Pcmerinlah Daerah; dan

) pelaksanaan kerja suma internasional di Dacerah;

~memberikan  pendapat  dan pcrtimbangan  kepada

Pemerintaly terhadap rencana perjanjian  internasional
yang menyangkul kepentingan Dacrah; dan
menampung dan menindaklanjuli aspirasi Dacrah dan

masyarakat.

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang, schagaimana dimaksud

dalam ayal (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

(1) DPRD mempunyai hak :

a.

meminta  pertanggungjawaban  Gubernur, Bupati, dan
Walikola;

meminla kc(érhngan kepada Pemerintah Dacrah;
mengadakan penyelidikan;

mengadakan  perubahan  atas  Rancangan  Peraturan

Dacrah;

c. mengajukan
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e. iu'engajukan pernyataan pendapat;
f. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
g. _i:i)ellcntukall Anggaran Belanja DPRD: dan
h. menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pelaksanaan hak, schagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialurvdalam Peraturan Tata Terlib DPRD.

- Pasal 20
(H DP‘RD‘ dalam mé!aksannkan tugasnya berhak meminta
| pcj:;h_zi‘t negara, pejabat pemcrintah, atau warga masyarakal
umuk'inél.nbcrikan keterangan lentang suatu hal yang perlu
‘dil'aﬁg:mi demi kepentingan ncgara, bangsa, pemcerintahan,
dan pembangunan,

(2) Pejabat ncgara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat
yang menolak permintaan, schagaimana dimaksud pada ayat
(n, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun
karena merendahkan martabat dan kchormatan DPRD.

(3) Pclaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

. ayat(2), diatur dalam Peraturan Tat Tertib DPRD.

Pasal 21
(1) Angpota DPRD mempunyai hak :
a. }mngajuanpcrlnnyaun;
b. .protokoler; dan
c. keuangan/administrasi.
(2) Pclaksanaan hak, schagaimana dimaksud pada ayat (1),

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22



PPTE S
RECUILHC IHMDORT A

- 15 .

Pasal 22

DPRD mempunyai kewajiban :

d.

b.

(N

(2)

)
4

mempertahankan dan memelibara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
serta mentaati scgala peraturan perundang-undangan;
membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

meningkatkan kescjahleraan rakyat di Dacrah berdasarkan
demokrasi ekonomi; dan

memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan

dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjui

penyclesaiannya,

_ Pasal 23

DPRD mengadakan rapat sccara berkala sekurang-kurangnya
enam kali dalam setaln.

Kecvali yang dimaksud pada ayal (1), alas permintaan
sckurang-kurangnya scperlima dari jumlah anggota atau atas

permintaan Kepala Dacrah, Ketua DPRD dapat mengundang

-anggolanya untuk mengadakan rapat sclambat-lambatnya

dalam waktu satu bulan setclah permintaan it diterima,
DPRD mcnga‘c{akan rapat atas undangan Ketua DPRD.
Pelaksanaan ketentuan, schagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), (litcl:ipkan dengan Peraturan Tala

Tertih DPRD.

Pasal 24
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Pasal 24
Pcerauran Tata Tertib DPRD  ditctapkan  dengan Keputusan

DPRD.

Pasal 25

Rapét-rapal DPRD bersifat (crbuka untuk umum, kecuali yang

¢
flinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD |

atau atas kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26

* Rapat tertutup dapal mengambil keputusan, kecuali mengenai :

a. pen_1iiihan Kctua/Wakil Ketua DPRD;

b. pcn'n-ilihah Kepala Daerah/Wakit Kepala Dacrah;

c. pcm'ilihan anggota Majclis Permusyawaratan Rakyat Utusan
Daérah;

d. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah;

c. penelapan pcrubahan dan penghapusan pajak dan retribusi:

f. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;

g. Badan Usaha Milik Dacraly;

h.  penghapusan tagihan scbagian wtau sclurubnya;

i.  persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; dan

J. kebijakan tata ruang.

.*

at

Pasal 27
Anggola DPRD tidak dapat dituntut di pengaditan karena
pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapal

DPRD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara

lisan ...
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lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan

apa yang discpakati dalam rapat tertwtup untuk dirahasiakan atau

hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman

rahasia negara dalam buku kedua Bab 1 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana.

Pasal 28

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapal

(2)

(D

)

dilaksanakan atas persctujuan tertulis Menteri Dalam Negeri

bagi ailggola DPRD Propinsi dan Gubernur bagi anggota

. DPRD Kabupaten dan Kola, kecuali jika yang bersangkutan

terlangkap tangan mclakukan tindak pidana kcjahatan.

‘Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan

tindak pidana, schagaimana dimaksud pada ayat (1),

selambat-lambatnya dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan

seccara (crtulis kepada Menteri Dalam  Negeri  danfatau

Gubernur,

Bagian Keliga
Sckretariat DPRD
Pasal 29
Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggara-
kan.tugas dan kewenangannya.
Sckretarial DPRD dipimpin olch scorang Sckretaris DPRD
yang diangkal olch Kepala Dacrah dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat atas persctujuan pimpinan DPRD.

(3) Sekretaris ...
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(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan lugasnya herada di
bawah dan hertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.

(4) Sckretaris DPRD  dapat menycediakan tenaga  ahli dengan
.lugas‘ membantu  anggola  DPRD  dalam menjalankan
fungsinya.

(5) Anggaran Belanja Sckretariat DPRD ditetapkan dengan
Keputusan DPRD dan dicantumkan  dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah,

Bagian Kcempat
Kepala Dacrah
Pasal 30
Sctiap_ Dacrah dipimpin olch scorang Kcepala Dacrah schagai
kepala cksckulil yang  dibantu  oleh scorang - Wakil Kepala

Daerah.

Pasal 31

(1} Kepala. Dacrah Propinsi dischut Gubernur, yang karena
Jabatannya adalah juga sehagai wakil Pemerintah,

(2) Dalam menjalankan lugas dan kewenangan sebagai Kepala
Daeral, Gubernur bertangpung  jawah kepada  DPRD
Propinsi.

(@) Taln‘;::l_ra pelaksanaan pertanggungjawaban,  schagaimany
dimaksud pada ayat (2), ditctapkan dengan Peraturan Tata
Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

Pemcerintah.

{4) Dalam
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(4) Dalam kedudukan schagai wakil Pemerintah, Gubernur
beracla di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
|
(5} Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana |

dimaksud pada ayat (4), ditetapkan olch Pemerintah.

Pasal 32

(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.

(2) Kepala Daerah Kota disebut Walikota.

(3) Dalam menjalankan (ugas dan kewcnangan selaku Kepala

| Daeral, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD
Kahuhalcn/K()la.

(4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, schagaimana
dimaksud pada ayat (3), d.ilc(apkan dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD scsuai dengan pedoman yang diletapkan oleh

Pemerintah

Pasal 33

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Dacrah adalah warga

negara Republik hdonesia dengan syarat-syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. sctia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indoncsia
dan Pemerintah yang sah;

c. tidak' pernah terlibat dalam kegiatan yang  mengkhianati
Ncgara Kcsa‘t‘uan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan
dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;

d. berpendidikan sckurang-kurangnya Sckolah Lanjutan Tingkat
Atas dan/atau scderajat;

B e. berumur ...
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berumur sckurang-kurangnya tiga puluh tahun;

schat jasmani dan rohani:

nyata-nyata tidak terganggu Jiwa/ingalannya;

tidak pernah  dihukumn penjara  karena melakukan tindak
pidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
pengadilan negeri:

mengenal  dacrahnya  dan dikenal oleh masyarakat i
dacrahnya;

mcnycrahkaﬁ daftar kekayaan pribadi; dan

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Dacrah,

Pasal 34
Pengisian jabatan Kepalz Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah
dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan,
Calon Kepala Daerah dan calon Waki| Kcepala Daerah, dite-
tapkan oleh DPRD mclaluj tahap pencalonan dan pemilihan,
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Dacrah dan Waki)
Kepala Dacrah, dibentuk Panitia Pemilihan,
Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena Jabatannya adatah
Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap schagai
anggola,
Sckretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sckretaris Panitia

Pemilihan, tctapi bukan anggola.

Pasal 35

Panitia pemilihan, schagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayal (3), bertugas :

a. melakukan ...
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a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal
calon berdasarkan persyaratan yang telah (Iitelabkan
dalam Pasal 33;

b. melakukan kegiatan tcknis pemilihan calon; dan

c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan,

Bakal calon Kepala Dacrah dan bakal calon Wakil Kepala

Daérah yang memcnuhi persyaralan sesuai dengan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada DPRD
untak ditetapkan schagai calon Kepala Daerah dan calon

Wakil Kepala Daerah,

Pasal 36

Sctiap fraksi mclakukan  kegiatan pcnyaringan  pasangan
bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam
Pasal 33.

Setiap fraksi menctapkan pasangan bakal calon Kepala
Dacrah  dan bakal calon Wakil Kepala Dacrah dan
menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan
DPRD.

Dua (raksi atau lebih dapat sccara bersama-sama mengajukan
pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil

Kepala Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (1).

At

Pasal 37
Dalam Rapat Paripurna DPRD, scliap fraksi atau beberapa

fraksi memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

(2) Pimpinan
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Pimpinan DPRD mcngundang bakal calon dimaksud untuk
menjclaskan visi, misi, scrla rencana-rencana kebijakm.\
apabila bakal calon dimaksud terpilib schagai Kepala Daerah.
Angpota DPRD dapat mclakukan lanya jawab dengan para

bakal calon.
Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan

penilaian atas- kemampuan dan kepribadian para bakal calon

“dan melalui musyawarah alau pemungutan suara menetapkan

sckurang-kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan

calon Wakil Kcpala Dacrah yang akan dipilih satu pasang di

E anlarahya oleh DPRD.

(O

(2)

(h

(2)

Pasal 38
Nama-nama calan Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang
telah dilctépkan oleh pimpinan DPRD dikonsullasikan
dcngml.Presi(Icn.
Nama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupat scrta calon
Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh
DPRD ditctapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39
Pemilihan calon Kepala Dacrah dan calon Wakil Kepala
Dacrall dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD  yang
e
dihadiri olch sckurang-kurangnya dua pertiga dari jumiah
anggola DPRD.
Apabila jumlah anggota DPRD bhelum mencapai kuorun,
schagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapal

mcnunda rapat paling lama satu jam.
(3) Apabila
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(3) Apabila kelentuan, schagaimana dimaksud pada ayal (2),

(1)

(2)

(&)

belum dicapai, rapat paripurna diundur paling lama satu jam
lagi dan sclanjutnya pemilihan calon Kepala Daerah dan

calon Wakil Kepala Dacrah tetap dilaksanakan.

Pasal 4()

Pemilihan Kcpala Daerah dan  Wakil Kepala Dacerah
dilaksanakan sccara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada
salu p:isang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala
Dacrah dziri'pasangan calon yang telah ditetapkan oleh
pimpinan"DPRD, sehagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (4).

Pasangan calon Kcpala Dacrah dan calon Wakil Kepala
Dacrah yang mempcrolch suara terbanyak pada pemilihan,
schagaimana dimaksud pada ayat (2), ditctapkan sebagai

Kepala Dacrah dan Wakit Kepala Dacrah olch DPRD dan

disahkan olch Presiden.

Pasai 41

Kepala Dacrah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat

dipilih kembali hanya untuk sckali masa jahatan.

"

-

Pasal 42

-

(1) Kepala Dacrah dilantik oleh Presiden atau  pejabat fain yang

(2)

ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
Schelum memangku jabatannya, Kcpala Daerah mengucap-

kan sumpah/janji.
(3) Susunan ...
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(3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah schagai
berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenubi kewajiban saya sclaku Gubernur/Bupati/
Walikota dengan  schaik-haiknya, sejujur-jujurnya, dan
scadil-adilnya; bahwi  saya akan selalu  taat dalam
mengamalkan dan mempertabankan Pancasila scbagai dasar
negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
'dcmo'krasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
'konshlus1 hegara scria scgala peraturan perundang- undangan

. ‘.'yang herlaku bagi Dacrah dan Negara Kesaluan Republik

_ Indoncsn.x"

'_’ (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan  bagi

Kepala Dacrah ditetapkan olch Pemerintah.

Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Dacrah
Pasal 43

Kepala Dacrah mempunyai kewajiban :

a.  mempertahankan dan memelihara keutyhan Ncgara Kesaluan
Republik  Indonesia  schagaimana  cila-cita  Proklamasi
Kemerdekaan tangpal 17 Agustus 1945;

b. mcnﬁéuang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

¢. menghormati kedaulatan rakyai;

d. menegakkan scluruh peraturan pcrundang-undangan;‘

meningkatkan taral kescjahteraan rakyat;

G

f.  memclihara ketentcraman dan ketertiban masyarakat; dan

g. mengajukan
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mengajukan Rancangan Peraturan Dacrah dan
menctapkannya schagai Peraturan Dacrah bersama dengan

DPRD.

Pasal 44

Kepala Daerah  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan

' Daerali berdasarkan kcbijakan yang ditetapkan bersama

DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, chald Daerah
bertanggung Jawab kepada DPRD.

chﬁlzi Dacrah wajib menyampaikan laporan alas penyeleng-
garaan Pemerintahan  Dacrah kepada Presiden mclalui
Mealeri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubcrnur
bagi chala Dacralv Kabupaten dan Kepala Dacrah Kota,
sekurang-kurangnya sckali dalam satu tahun, atau jika

dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta

oleh Presiden,

Pasal 45 .
Kepala Dacraih wajib menyampaikan perlanggungjawaban
kepada DPRD pada sctiap akhir tahun anggaran,
Kepala  Dacrah wajib - memberikan pertanggungjawaban
kepada DPRD_untuk hal tertentu atas permintaan DPRD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 40
Kepala Dacerah yang ditolak perlanggungjawabannya, scha-

gaimana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban

kchijakan
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kebijakan  pemerintaban maupun pertanggung-jawaban
kcuangan, harus mclengkapi dan/atay menyempurnakannya
dalam jangka wakiu paling lama tiga puluh hari.

Kepala  Dacrah  yang sudah  mclengkapi  dan/atau

menyempurnakan  pertanggungjawabannya  menyampaikan-

.nya kembali kcpada DPRD, scbagaimana dimaksud pada-

~ayal ().

Bag} Kepalzlll Dacrah yang pertanggungjawabannya ditolak
untuk  kedua kalinya, DPRD  dapat mengusulkah
bcmhcrhcuiiannya kepada Presiden.

Ta;a Vcam, schagaimana (limakxl.‘ul pada ayat .(3), ditelapkan

olch Pemerintah.

Pasal 47

Kepala Dacrah mewakili dacrahnya di dalam. dan di luvar

pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

Bagian Kcenam
Larangan bagi Kepala Dacrah

Pasal 48

Kepala Daerab dilarang

a.

b.

urut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta

maupun milik Negara/Dacrah, atau dalam yayasan “bidang

apa pun juga; )

membuat - keputusan  yang  sccara  khusus  memberikan

kcuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya.

golongan (ertentu, atau  kelompok politiknya yang sccara
'3

nyata
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nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi-
kan warga ncgara dan golongan masyarakal lain;
melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi
dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berhubungan dengan Daerah yang bersangkutan;
menéritﬁa uang, barang, dan/alay jasa dari pihak lain yang

patut dapat diduga akan mempengaruhi - keputusan  atau

tindakan ya.ng akan dilakukannya; dan

menjadi advokat atau kuasa hukum dalam sualu perkara di

pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kctujuh
Pemberhentian Kepala Dacerah

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena :

a.
b.

C.

d.

kasus itu ditolak oleh DPRD.

meninggal dunia;

'mcng"a_iukan berhenti atas permintaan sendiri:

herzikhir masa jabatannya dan (clah dilantik pcjabal yang
baru;

lidak lagi memenuhi syaral schagaimana dimaksud dalam
Pasal 13;

melanggar sumpah/janji schagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (3);

melanggar kcau‘:nlu:m schagaimana dimaksud dalam Pasal 48:
dan

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus

yang mclibatkan tanggung jawahnya, dan keterangannya atas

-

Pasal 50 ...
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Pasal 50
(1) Pemberhentian  Kepala  Daeral karcna  alasan-alasan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan
Keputusan DPRD dan disahkan olch Presiden,

(2) chutusan DPRD., schagaimana dimaksud pada ayal (1),
harus dihadiri olch sckurang-kurangnya dua perliga dari
jumlzuli_ anggota DPRD dan putusan :diambil ‘dcngan

perseluju:in s'ckurang—kurangnya dua pertiga dari jumlah

anggota yang hadir.

- , Pasal 51
[.(_c.pala Dacrah diberhentikan oleh  Presiden lanpa  melalui
'chu'l'us'an DPRD apabila terbukti mclakukan tindak pidana
kcjahalah vang diancam dengan hukuman lima tahun atau Ichih,
'alau‘(li;;nc'am dengan hukuman mati schagaimana yang diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

: Pasal 52
(1) Kepala Dacrah yang diduga melakukan makar dan/atau
perbuatan lain yang dapat memecah helah Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  diberhentikan  untuk  sementara dari
jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
| (2) Kepala Dacrah yang terbukti melakukan makar dan perbual-
an yang dap.al memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dinyatakan dengan  keputusan pc_ngatlilan
yang tclah  memperoleh  kckuatan  hukum yang lelap
dibcrhentikan  dari  jabatannya  oleh Presiden,  tanpa

persetujuan DPRD.
(3) Kepala
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(3) Kepala Dacrah yang sctelah melalui proses peradilan ternyata
tidak terbukti meclakukan makar dan perbuatan yang dapat
memecah belah Necgara Kesatuan Republik  Indonesia,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan
direhabililasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa

Jjabatannya.

~ Pasal 53
-.* (I) DPRD membc.rllahuk'm akan berakhirnya masa jabatan
. Kepala Daclah sccara lertulis kepada yang bcmangkulan
enam hulan sebelumnya.

(2) Dengan a:danya' pemberitahuan, schagaimana dimaksud pada
ayal (1), Kepala Dacrah mempersiapkan pertanggungjawaban
akhir masa jabalannya kepada DPRD dan menyampaikan
pertanggungjawaban  (ersebul selambal-lambatnya empat
bulan setelah pemberitahuan.

(3). Selambat-lambatnya satu bulan schelum masa jabatan Kepala
Dacrali berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala

Dacrah yang baru,

e Pasal 54
Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD,
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan

kembali schagai Kepala Dacrah dalam masa Jahatan berikutnya,

Bagian
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Bagian Kcdclapan
Tindakan Penyidikan crhadap Kepala Dacrah
_ Pasal 55
(D Tind:_lkan penyidikan terhadap Kepala Dacral dilaksanakan
~ setclal adanya persclujuan tertulis dari Presiden,
| (2) Hél-hél yang dikecualikan dari ketenluan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

-

a. lertangkap tangan melakukan lindak pidana kejahatan
yaﬁg diancauﬁ dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih; dan E
b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
o - dianca}nkl-cngan hukuman mati.
(3)_ VSC[C!E\II tindakan penyidikan, sehagaimana dimaksud pada
ay'al (2) dilakulkan, hal it harus dilaporkan kepada Presiden

selambat-lambatnya dalam 2 kali 24 jam.,

Bagian Kcscmbilan
Wakil Kepala Dacrah
Pasal 50
(1) Di sctiap Dacrah terdapat scorang Wakil Kepala Dacrah.
(2) Wakil Kepala Dacrah dilantik olch Presiden atau pejabat lain
yang ditunjuk, hersamaan dengan pelantikan Kepala Dacrah.
3) SchE:fum memangku  jabatannya, Wakil Kepala  Dacrah
mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai

berikut :

: “Demi ..,
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“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya sclaku Wakil Gubernur/
Wakil BupatifWakil Walikola dengan  scbaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan scadil-adilnya; bahwa saya akan sclalu
taal dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai konstilusi negara scrta segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Dacrah dan Negara Kesaluan
Republik Indonesia”.

Kclentuan-ketentuan, schbagaimana  dimaksud dalam Pasal
33, Pasal 41, Pasal 43 kccuali huruf g. Pasal 47 sampai
dengan Pasal 54, berlaku juga bagi Wakil chélu Daerah.
Wakil Kepala Dacrah Propinsi discbut Wakil Gubernur,
Wakil Kepala Dacrah Kabupaten dischut Wakil Bupati dan
Wakil Kepala Dacrah Kota dischul Wakii Walikota.

Pasal 57

Wakil Kepala Dacrah mempunyui lugas :

a. membantu - Kepala  Dacralh  dalam melaksanakan
kewajibannya;

b. mengkoordinasikan  kegiatan  instansi pemcrintahan  di
Dacrah; dan |

c. nlclaksand‘kan tugas-tugas lain yang diberikan olch Kepala
Dacerah.

Wakil Kepala Dacrah bertanggung jawab kepada Kepala

Dacral.

(3) Wakil
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(3) Wakil Kepala Dacrah meclaksanakan tugas dan wewenang

Kepala Daerah apabila Kepala Dacrah berhalangan.

Pasal 58

| ) A‘pahi.la Kepala Dacrah berhalangan tetap, jabatan Kepala

| D'éér-ah diganti .olch Wakil Kepala Daerah sampai habis masa

| jabatannya, |

(2) A_pabila VWakiI Kepala Dacrah berhalangan tetap, jabatan

; Wakil i(cpala Dacrah tidak diisi.

(€)) A»pahirla Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah berha-
lapgét1 telap, Sckretaris Dacrah mclaksanaka\n tugas Kepala
Daerah untuk sementara waktu.

(4) Apabilal Kepala  Dacrah dan Wakil Kepala Daerah

B berhalangan tetap, DPRD mcenycienggarakan pemilihan
Kcﬁa-la Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah sclambat-

lambalnya dalam waktu tiga bulan.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan Kcuangan Kepala Dacrah
dan Wakil Kepala Dacrah
Pasal 59
Kedudukan keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala Dacrah

ditctapkan dengan Peraturan Pemerintah,

.

Bagjan Kesebelas
Pérangkal Dacrah
Pasal 60
Pcrangkal Dacrah terdiri alas Sckretarial Daérah, Dinas Dacrah
dan lembaga icknis Dacrah lainnya, sesuai dengan kebutuhan

Dacrah.
Pasal 6l
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Pasal 61
Sckretariat Dacrah dipimpin oleh Sckretaris Daerah.
Sckrelaris Dacrah Propinsi diangkat olch Gubernur atas
perselujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat. '
Sekretaris  Daerah Propinsi  karena Jabatannya adalah
.Sekrclaris Wilayah Administrasi.
Sekrelaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kot
diangkat oleh Bupati alau Walikota atas persetujuan pimpinan
DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat,
Sekretaris Dacrah berkewajiban membanty Kepala Daeral
dalam menyusun kehijakan scrta membina huhuhgan kerja
dengan dinas, lembaga tcknis, dan unit pelaksana lainnya.
Sckretaris Dacrah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
Apabila  Sekretaris Dacrah  berhalangan melaksanakan

tugasnya, tugas Sekrclaris Dacrals dilaksanakan olch pejabat

yang ditunjuk olch Kepala Dacrah,

Pasal 62
Dinas 'Dacrah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dacrah.
Dinas dipimpin olch scorang Kepala Dinas yang diangkal
olch“chala  Pacrah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syaral alas usul Sckretaris Dacraly.
Kepala Dinas bertanggung  jawab kepada Kcpala Daerah

melalui Sekretaris Dacrah,

Pasal 63 ...
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Pasal 03
Penycelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah
'képada Gubernur  sclaku  wakil Pcmerintah dalam  rangka
-rdckonscnlrraisi, schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7(3).

dilaksanakin oleh Dinas Propinsi.

Pasal 64
(n Penyéiehggaraan bidang pemcrintahan yang menjadi
wechang Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7, diiaku}kan oleh instansi vertikal.
) -(2) Pgnﬂwf;_nl_ul_(an, ~susunan  orpanisasi, formasi, dan ala
Vlaksahnnya, schagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

Pasal 05
Di Daerah dapat dibentuk lcmbaga teknis sesvai  dengan

kebutuhan Dacrah.

Pasal 60

(1) Kccamatan merupakan perangkat Dacrah Kabupaten dan
Dacrah Kola yang dipimpin olch Kepala Kecamatan.

(2) Kepala Kecamatan dischut Camat.

(3) Camat diangkal olch Bupati/Walikota atas usul Sckrelaris
Daeral Kabafvalcnll{o{a dari Pcpawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat,

(4) Camat  mencrima  pclimpahan  scbagian  kewenangan
pemcrintahan dari Bupati/Walikota.

(5) Camat bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikola.

- (0) ‘Pembentukan
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Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan  Peraturan

Dacral;.

Pasal 67
Ke,lurahan,t.‘ Mmerupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin
oleh Kepalﬁ Kelurahan, '
Képala Kelurahan disebut Lurah.
Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenul;
Syarat oleh Walikola/Bupa[i alas usul Camat.
Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan
pcmcrinlal_mn dari Camat,
Lurah beﬂanggung Jawab kepada Camat.
Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan  Peraturan

Dacrah.

Pasal 68
Susunan organisasi perangkat  Daeraly ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah scsuai dengan pedoman yang ditetapkan
Pemerintal,
F<;rl11asi dan  persyaratan Jjabatan perangkal  Dacrah
ditctapkan dengan Keputusan Kepala Dacrah scsuai dengan

pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

BAB Vi
PERATUR/}N DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEI;ALA DAERAH
Pasal 69 |

Kepala Dacrah menclapkan Peraturan Daeraly alas persetujuan

DPRD dalam rangka penyclenggaraan Otonomi Daerah dan

penjabaran
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penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

Pasal 70
Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, Peraturan Dacral; lain dan peraturan perundang-undangan

' yang lebih linggi.

Pasal 71
'-(l_)V'P(-_:ra('urah Dacrah  dapat nﬁ:mua( ketentuan  tentang
| pembebanan biaya paksaan pencgakan  hukum, selurubnya
alau schagian kepada pclanggar.
- (2) Pcr_alufan Dacrah dapat memuat ancaman pidana kurungan
paling lama enam bulan agay denda sebanyak-banyaknya
RpS.O{)0.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau (idak
nmrampas bn'rang lertentu untuk  Dacrah,  keeuali Jika

ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 72
(1) Untuk  melaksanakan Peraturan Dacrah dan alas kuasa
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala
Dacrah meneiapkan kepulusan Kepala Dacral.
(2) Kceputusan, sehagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bolch
bertemangan dengan kepentingan umum, peraturan dacrah,

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 73
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Pasal 73
(1) Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala  Daerah yang
bersifat  mengatur diundangkan dengan menempatkannya
dalam Lembaran Dacrah.
(2) Ketentuan, scbagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
* kekuatan hukum dan mengikat sctelah diundangkan dalam

Lembaran Daerah.

Pasal 74
(1) Penyidikan dan  pentntutan terhadap pclanggaran alas
ketentuan Peraturan Daerah dilakukan olch pejabat penyidik
dan penuntut scsuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Dengan Peraluran Dacrah dapat juga ditunjuk pejabat lain
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Dacrah.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 75
Norma, standar, dan  proscdur mengenai - pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, penctapan peasiun, gaji, tunjangan,
kescjahteraan, hak, dan kewajiban, serta kedudukan  hukum
Pegawai Ncgeri Sipil di Dacrah dan Pegawai Negeri Sipil

Dacrah, ditctapkan dengan peraturan perundang-undangan.

. >

Pasal 76
Dacrah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,

pemindahan, pemberhentian, penclapan pensiun, gaji, tunjangan,

dan
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dan kescjahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan  kebutuhan dan kemampuan  Dacrah yang ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah, berdasarkan peraturan  perundang-

undangan.

| ‘Pasal 77
Pemerintah ~ Wilayah Propinsi  melakukan pengawasan
pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai i

wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 BAB VIII
KEUANGAN DAERAH
Pasal 78
(l)'Pt-:-nryeIcnggziman wgas  Pemerintah Daerah  dan  DPRD
| :d;ibiay:ti dari dan atas bchan Anggaran Pendapatan - dan
'B_'cl-anj:a Daeral.
(2) Pchyelcnggaraan ugas Pemerintah di Dacrah dibiayai dari

dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 79
Sumber pendapatan Dacrah (erdiri atas:
a.  pendapatan asli Dacrah, yaitu
1) hasil pajak Dacrah;
2) hasil retribusi Dacrah;
3) hasil perusahaan milik Dacrah, dan hasil peagelolaan
kckayaan Dacrah yang dipisabkan: dan

4) lain-lain pendapalan asli Dacrah yang sah;

b. dana
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b.  dana perimbangan;
C. pinjaman Daerah: dan

d. [lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80
(Vl_), Dana perimbangan, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
. terdiri atas:
a. bagian Daerah dari pcncrimaanv Pajak Bumi dan
Bangunén. Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan,
“dan pencrimaan dari sumber daya alam;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.
(2) Bagian Dacrah dari penerimaan  Pajak Bumi dan .Bangunan
~ seklor perdesaan, perkotaan. dan perkebunan serta Bea
kl-’errolchan Hak -Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hdrul a, diterima langsung olch
Dacrah penghasil.

(3) Bagian Dacrah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari
sumber daya alam, schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul” a, diterima oleh Dacrah penghasil dan Dacrah lainnya

untuk  pemerataan  scsuaj dengan  peraturan perundang-

ﬂ"

undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut, scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayal (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 81
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Pasal &1

(1) Pemerintah  Dacrah  dapat  melakukan  peminjaman  dari

sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk

membiayai  kegiatlan  pemerintahan  dengan  persetujuan

_DPRD.

Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah

dan dilaksa'nakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

- olch Pemerintah.

)

‘Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari

luar negeri, schagaimana dimaksud pada ayal (1), harus

- mendapatkan  persctujuan - Pemerintah,  sesuai  dengan -

_ketentuan peraturan perundang-undangan.

@

(1

2)

(H

(2)

Tata cara peminjuman, scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), ditctapkan oleh Pemerintah,

Pasal 82

Pajak- dan retribusi Daerah ditctapkan dengan  Undang-

undang.

Pencntuan taril dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi

Dacrah ditctapkan dengan Peraturan Dacrah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Y

' . Pasal 83

Untuk mendorong pcmberdayaan  Dacrah, Pemerintah
memberi insentif fiskal dan nonfiskal tertentu.
Ketentuan, schagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 84
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Pasal 84

Daerah dapat memitiki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan

pcraturan perundang-undangan dan pembentukannya  diatur

dengan Peraturan Dacral,

» Pasal 85
(H Barrang milik Daerah yang digunakan untuk melayani
) kepentingan umum (idak dapat digadaikan, dibebanj hak
tangg_u‘n!,an, dan/amu chpmdalnangankan
1(2) AKepala Daergh dengan persctujuan DPRD dapat menetapkan
kcputman lentang:
~a. penghapusan tag,il'mn Daerah schagian atay scluruhnya;
b pusc(tuuan penyclesaian sengketa perdata secara damai;
din

c. tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 86

(l) Anggar‘m Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Dacral sclambat-lambatnya satu bulan sctelah
_ ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pcrubahan “Anggaran Pendapatan  dan Belanja  Dacrah
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah sclambat- -lambatnya 1iga
bulan sebelum tahun angparan berakhir,

(3} Perhitungan Anggman Pendapatan  dan Belanja Dacrah
ditelapkan dengan Peraturan Dacrah selambalt-lambatnya tiga

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan,

(4) Pedoman
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. (4) Pedoman (entang penyusunan, perubahan, dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
~ Peraturan Pemerintah,
(5) Ahggaran Pendapatan  dan Belanja  Dacrah  yang  telah
| ditetapkan'dengan Peraturan Daerah disampaikan kepada
Gubernur bay Pemerintah  Kabupaten/Kota dan kepada
.PI’ESIdLn melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah
7 Pl‘Opl_nSl untuk diketahui.
(G)IPédo:ﬁan tentang pengurusan, pertanggung]awaban dan
s pengawasan keuangan Daerah scrta lata cara penyusunan

'Anggaran Pendapalan dan BCIZII'I]d Dacrah, pelaksana’m lata

uwha kcuangm Dacrah dan penyusunan perhitungan

: Anu,ar‘m Pcn(lamt'm dan Belanja Dacrab ditetapkan scsuai

deng.m pc_raluran perundang-undangan.

L BAB X
KlE'RJA. SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
o Pasal 87
. (1) Beberapa Daerah dapat mengadakan kerja sama antar-Dacrah
yang diatur dengan keputusan bersama.
(2) Dacrah dapat membentuk Badan Kerja Sama Antardacrah.
(3) Dacréh. dapal mengadakan kerja sama dengan badan lain
‘ yany diatur dcngan keputusan bersama.
(4) Keputusan bcmama danfatau hadan kerja sama, sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), ayat (2), dan ayal (3), yang
, ' ~membebani - masyarakat dan  Daerah  harus mcndapalkan

persclujuan DPRD masing-masing.

Pasal 88 ...
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Pasal 88
Dacral dapat mengadakan kerja sama yang saling lll(-.‘l;lg-
untungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur
dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut keu)enangaui
Pemefintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Tata cara, sehbagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan

oleh Pemerintah.

()

- Pasal 89

Perselisihan _antar-Dacrah  diselesaikan oleh  Pemerintah

secara mus yawarah,

Apalﬁlé"dafmn penyclesaian  persclisihan antar-Dacrah,
sélmgaﬁnana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah salu
pihak y;lng tidak menerima keputusan Pemerintah, pihak

tersebut dapat mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah

Agu11g.
BAB X
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 90

Sclain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kola, perlu

ditetapkan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas :

q,

b..

Kawasan  Perkotaan yang mcrupakan bagian Dacrah
Kabupaten;

Kawasan Perkotaan baruy yang mcrupakan hasil pemba-
ngunan - yang  mengubah  Kawasan Perdesaan :imnjadi

Kawasan Perkotaan; dan

c. Kawasan



PREGIDEN
REPUBLIK 1MODONESIA

- 44 -

c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau
Icbih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial,

. ekonoimi, dan fisik perkotaan.

e Pasal 91
'(lv):Pemcrmtah Kota dan/alau  Pemerintah Kahupaten yang
j‘wnhyahnya bcrbat'wm langsung dapat membentuk lembagd
' bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan.
'_'JL'_A::(Z'),__Di Kawasan Perdesaan yang direncanakan ‘dan dlbangun.'
| »menja(h Kawasan Perkotaan di Daerah Kabupatcn dapa(,

i f:_i;;dlbcn(uk Badan Pengelola Pembangunan yang ht.rtang,gum,'_r

B "‘;awah kepada Kepala Daerah, .
) ""-(3) ‘Kclcntuan, seh'lgaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2),
| ~dan hal-hal Tain mcn;:c,nal pengelolaan Kawasan Pcrkol.un‘
.dllc(apkan dengan Pcr'uuran Dacrah scsuai dengan pedoman

y_ang (htet_apkan_dalam Pcraturan Pemerintah.

Pasal 92

(1) Dalam penyclenggaraan pembangunan Kawasan Perkolaan,
Pemcrintah .Dacrah perlu mengikutscrtakan masyarakat dan
pihak swasta.

(2) Pengikutsertaan masyarakal, scbagaimana dimaksud pada
ayat'(1), merinpakan upaya pembcrdayaan masyarakat dalam
pcmbanguna; perkolaan,

(3) Pengaturan mengenai Kawasan Perkotaan (Jll(.ldpkdn dengan

peraturan perundan;:, undangan.

BAB XI
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BAB XI
DESA
Bagian Pcrtama
Pél_nbcnlukan, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Desa
» v- ‘, Pasai 93
(i) Desz't- dépat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan
|1lelnbcflié|likali asal-usulnya atas prakarsa masyarakat

dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

'(2); Pembctilukan,' penghapusan, dan/atau penggabungan Desa,

"scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditctapkan dengan

- -~ Peraturan Daerah.

Pasal 94

" Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Dcsa,

yang merupakan Pemerintahan Desa.

‘Bagian Kedua
Pemerintah Desa
Pasal 95
I)  Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang dischul
dengan nama lain dan perangkat Desa.
(2) Kepala Desa dipilih langsung olch penduduk Desa dari calon
yahg memenuhi syarat.
N
(3) Calon Kepala Dcsa yang terpilih dengan  mendapatkan
dukungan suara tcrbanyak, :%chagaimana dimaksud pada aya(

(2), ditetapkan olch Badan Perwakilan Desa dan disahkan

oleh Bupati,

Pasal 96 ...
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Pasal 96
Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua

kali masa jabatan terhitung scjak tanggal ditetapkan.

f ~ Pasal 97
" Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa
‘ warga neg.lra chubhk Indonesia dengan syarat-syarat:
- a. bertakwa kcpada Tuhan Yang Maha Esa;
b, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang- -Undang Dasar
oroas;
f ‘ :_c.}f,‘_iitldak pemah terlibat langsung atau tidak langsung dahm"
': 'keglatan yang mengkhlana{l Pancasila dan Undang- Umlang'
' Dasar 1945. G30S/PKI danfatau  kegiatan  organisasi
B leflarémg lamnya;
d. berpendidikan sekurang- -kurangnya Sckolah Lanjutan ngkdl
- Pcrtama dan/atau bcrpcngclahuan yang sederajat; ]
c. berumur sckurang-kur.nngnw 25 tahun;
r | f - sehat jasmani dan rohani;
’ ;g, nyata-nyata tidak lerganggu Jiwalingatannya;

h.  berkelukuan baik, jujur, dan adil:

-
.

lidak pernah  dihukum penjara karena melakukan tindak

pldana

j-  tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang mcmpuﬁya: kckuatan hukum tetap;

k. mengenal dacrahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa

sclempat;

I berscdia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan

m. memenuhi ...
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memenuhi syarat-syarat lain yang scsuai dengan adat istiadat

yang diatur dalam Peraturan Dacrah.

Pasal 98

Kepa'la Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang

 ditunjuk.

@

Sebel'l-lm"memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan

. sumpah/janjl

[}

Susunan kah kata ‘illl]‘l[)ah/jcll'ljl dimaksud adalah schbagai

Sl berikut :

-“:'.i.."Dcnn Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa s‘\ya'

_akan memenuhl kewajiban saya sclaku Kepala Desa dcng:m

qch'uk b;uknya, scjujur-jujurnya, dan scadil-adilnya; bahwa

"saya akan sehlu (aat dalam mengamalkan dan memperta-

hank:m Pancas:la sebagai dasar ncgara; dan baliwa saya akan

menegakkan  kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar 1945 sebagai konstitusi ncgara serta segala peraturan

perundang-undangan yang berfaku bagi Desa, Daerah, dan

Negara Kesaluan Republik Indonesia.

Pasal 99

Kewenangan Desa mencakup :

kc&}cnangan ynng sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
kewenangan yang olch peraturan  perundang-perundangan
yang berlaku  belum  dilaksanakan  olch  Daerah  dan
Pcmerintah; dan ‘

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi,

dan/atiu Pemerintah Kabupaten.

Pasal 100 ...
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Pasal 100

Tugas Pembantuan dart  Pcmcrintah, Pemerintah Propinsi,

dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa discrtai dengan

pcmbiayaan, sarana dan prasarana, scrta sumber daya manusia.

; Pasal 101
Tllgés dan kewajiban Kepala Desa adalah :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;

b. membina kehidupan masyarakat Desa;

. membina perekonomian Desa;

c
d. 'memelihara ketentcraman dan kelertiban masyarakat Desa;

mclidémaikan persclisihan masyarakat di Desa; dan
[. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas dan  kewajiban, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa
a. hertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan
Desa; dan

b. menyampaikan  laporan  mengenai  pelaksanaan  tugasnya

kepada Bupali.

Pasal 103
(1) Kcpala Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

c. tidak ...
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c. lidak lagi memenuhi syaral dan/atau mclanggar sumpah/
janji;
d. berakhir masa Jabatan dan tclah dilantik Kepala Desa
yang baru; dan
_e. melakukan _‘pcrbualan yang hertentangan dengan ketentuan
-pcramrah perundang-undangan  yang berlaku dan/atau
‘norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
e
(2) ,Penibcrh-én(ian Kepala Desa, schagaimana dimaksud pada

B "aya'l (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan

Bagian Kectiga
‘Badan Perwakilan Desa

Pasal 104

- Badan Perwakilan Desa atau yang discbul dengan nama lain

berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Dcsa,

menampung  dan menyalurkan  aspirasi - masyarakat,  serla

melakukan pengawasan tcrhadap penyclenggaraan Pemerintahan

Dcsa.

Pasal 105
(1 Aliégola Ba’(.lan Perwakilan  Desa dipilih dari dan oleh
penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
(2) Pimpinan Badan Pcrwakilﬁn Desa dipilih dari dan olch

anggota.

- {3) Badan Perwakilan Desa bhersama dengan Kepala Desa

menelapkan Peraturan Desa.

(4) Pclaksanaan
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(4) Peclaksanaan Pcraturan Decsa ditetapkan dengan Keputusan

Kcepala Desa.

Bagian Keempat
Lembaga Lain
. Pasal 106
Dt Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan

Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kclima
Kcuangan Desa
Pasal 107
(1) Sumber pendapatan Desa (erdiri atas ;-
a. pendapatan asli Desa yang meliputi
[ hasil usaha Desa;
2) hasil kekayaan Desa;
3) hasil swadaya dan parlisipasi;
4) hasil gotong royong; dan
5) lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b. bantuan dari Pemcrintah Kabupaten yang meliputi :
1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi Dacrah; dan
2) bagian dari dana perimbangan kcuangan Pusal dan
a Daeral yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
¢. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. sumbangan dari pihak ketiga; dan

c. pinjaman Dcsa.

(2) Suimber
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(2) Sumber pendapatan  Desa, scbagaimana  dimaksud pada
ayat (1), dikelola mclalui Anggaran Pendapatan dan Bclaﬁju
Desa. |

(3) Kcpala Desa .hersunm Badan Perwakilan Desa menetapkan

‘ Ang'garan Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan
_Pcraluraﬁ Desa.

v(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bcianja
Desa dflctapkah oleh Bupati.

(5) Tala cara dan pungutan objck pendapatan dan belanja Desa
(_lilelapkaly bersama antara Kcpala Desa dan  Badan

“ Perwakilan Desa.

Pasal 108
Desa dapat memiliki badan usaha scsuai dengan peraturan

pctundali g-undangan.

Bagian Kccnam
Kerja Sama Antardesa
Pasal 109
(1) Beberapa Desa dapat mengadakan  kerja sama  untuk
kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan
dibcritahukal;l‘ccpada Camat.

(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, schagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

Pasal 110 ...
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Pasal 110
Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak keliga yang mcrencanakan
pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukim-
an, industri, dan jasa wajib mengikuisertakan Pemerintah Desa
dan Badan Perwakilan Desa dalam rcrencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasannya.

Pasal 111
(I) Pengaturan Icbih lanjut menger:  Desa ditetapkan dalam
Peraluran Dacrah Kabupaten, sce + dengan pedoman umum
‘yang_dilelapkan oleh Pemerintah - Jasarkan undang-undang
ini.
(2) Peraturan Dacrah, schagaimana o maksud pada ayat (1),
wajib mengakui dan menghormat. hak, asal-usul, dan adat

isti-adal Desa.

BAB Xl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal |12
(I) Dalam  rangka pembinaan,  Pemerintah memfasilitasi
penyelenggaraan Otonomi Dacrab.
(2) Pedoman mengenai  pembinaan dan pengawasan  atas
penyclenggaraan Otonomi  Dacraly ditctapkan  dengan

Peraturan Peperintah,

Pasal 113
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Dacrah dan Keputusan
Kepala Daerah  disampaikan kepada  Pemerintah  sclambal-

lambatnya lima belas hari sctelah ditctapkan.

Pasal 114 ...
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Pasal 114
Pemcerintah  dapat  membatalkan  Peraturan Dacrah dan
Keputusan  Kepala  Dacrah yang  bertenlangan dengan
kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan/atau peraturan perindang-undangan lainnya.
Keputusan pembatalan Perawran Dacral dan Keputusan
Kepala Daerah, schagaimana  d:imaksud pada ayat (1),
diberitahukan kepada Daerah y+ o bersangkutan dengan
menychutkan alasan-alasannya.
ScI:qnhat-lmnb:llnyu salu minggu s -lah keputusan pembatal-
an Peraturan Dacrah dan Keputusas Hepala Dacrah, sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), Per.r iran Dacrah atau Kepu-
tusan Kepala Dacrah 1erschut dibatais an pelaksanaannya,
Dacrah yang tidak dapat mencrim. kepulusan pembalalan
Peraturan Dacrah  dan  Keputucan Kepala  Daerah,
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), dapal mengajukan
keberatan kepada Mahkamah Agung sciclah mengajukannya
kepada Pemcrintih.

:
BAB XIlI
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pasal 115
Dewan Pertimbapgan Otonomi Dacrah bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden mengenai:
a. pembentukan,  penghapusan, penggabungan, - dan

pemekaran Dacrah;

b. perimbangan keuangan Pusat dan Dacrah; dan

¢. kemampuan
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Pasal 118
Propinsi - Daerah Tingkat 1 Timor Timur dapat diberikan
olonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Rcpublik
Indonesia, kecuali ditetapkan lain olch peraturan perundang-
undangan.
Pcngaluran mengenai penyclenggaraan  olonomi  khusus.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Undang-undang.

Pasal 119

Kewenangan  Dacrah Kabupaten  dan  Daecrah  Kola,

schagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga di

kawasin otorita yang terletak di datam Dacrah Otonom, yang

meliputi badan olorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar
udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan

perkcbunan, kawasan pertunbangan, kawasan kehutanan,

kawasan pariwisata, kawasan Jalan bebas hambatan, dan

kawasan lain yang scjenis.
Pengaturan lebil lanju, sehagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 120
Dalamv  rangka menyclenggarakan  ketenteraman — dan
ketertiban umbiin serta untuk menegakkan Peraturan Dacrah
dibentuk  Satuan  Polisi Pamong Praja schagai perangkat

Pcmerintah Dacrah.

(2) Susunan
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(2) Susunan organisasi, lormasi, kcedudukan, wewenang, hak,
tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan
Peraturan Dacrah, scsuai dengan kelentuan yang ditetapkan

oleh Pemerintah.

Pasal 12]
Schutan Propinsi Daerah Tingkat |. Kabupaten Daerah Ting-
kat 11, dan Kolamadya Dacrah Tingkat 11, sebagaimana dimaksud
dalajn Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah masing-

masing mcnjadi Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pasal 122
Keistimewaan untuk Propinsi  Dacrah Istimewa Aceh dan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, adalah tetap
dengan kelentuan bahwa penyclenggaraan pemerintahan P'ropin.si
Istimewa Acch dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan

pada undang-undang ini.

Pasal 123
Kewenangan  Dacrah, baik kcwenangan pangkal atas dasar
pemberittkan Dacrah maupun kc'wcn:mg:m tambahan atas dasar
Peraturan Pemcrintah danfatau atas dasar peraturan perundang-
undangan lainnya, penyclenggaraannya  discsuaikan dengan

Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 1 undang-undang ini.

BAB XV ...
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BABR XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

~ Pada saﬁl berlakunya undang-undang ini naima, batas, dan
ibukota Propinsi Daerah Tingkat [, Dacrah Istimewa, Kabupaten
Dacrah  Tingkat 1, dan Kotamadya Daerah Tingkat 11,
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan,

adalah letap.

Pasal 125

(N ‘Kolamadya Batam, Kabupatcn Paniai, Kabupaten Puncak
Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua
Kola Administratif dapat  ditingkatkan menjadi Dacraly
Otonom dengan memperhatikan Pasal § undang-undang ini.

(2) Sclambat-lambatnya dua tahun sciclah tanggal ditetapkannya
undang-undang ini, Kotamadya, Kabupaten, dan Kota Admi-
nistratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus
berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi
ketentuwan yang ditctapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini,

)] f('olamadyfl‘. Kabupaten,  dan  Kota  Administratif,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus Jika
tidak mcmenuhi  ketentuan  untuk ditingkatkan  statusnya

menjadi Dacrah Otonom.

Pasal 120 ...
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Pasal 126

(1) Kecamatan, Kclurahan, dan Desa yang ada pada saal mulai
berlakunya undang-undang ini tetap sebagai Kecamatan,
Kelurahan. dan Desa atau yang discbut dengan nama lain,
sebagaimana yang diniaksud dalam Pasal 1 huruf m, hurul n,
dan huruf o liﬂdang-undang ini, kccuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

(2) Desa-desa yang ada dalam wilavah Kotamadya, Kotamadya
Administratif, dan Kola Administratif berdasarkan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya
untlah;,—undang ini dilclapkan-s-c!mgai Kelurahan, schagai-

mana dimaksud dalam Pasal I hurul n undang-undang ini.

_ Pasal 127

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan uncdang-undang
ini, scluruh instruksi, pelunjuk, atau pedoman yang ada atau
yang diadakan olch Pemerintah dan Pemerintah Daeral jika tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku,

Pasal 124
Gubcrnur Kepala Dacrah Tingkat 1, Wakil Gubernur Kepala
Dacrah Tingkat 1, Bupati Kepala Dacrah Tingkat 11, Walikola-
madya’ Kepala- Q:Icrah Tingkal 1I, Wakil Bupati Kepala Dacrah
Tingkat II, Wai(il Walikotamadya Kcepala Dacrah Tingkat [1,
Bupati, Walikotamadya, Walikota, Camal, Lurah, dan Kepala
Desa heseria perangkatnya yang ada, sebagaimana ;Jilt1akstlcl

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-

undang ...



PRESIDEN
REFPUDILDC INDONE SIA

- 59 .

undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saal mulaj berlakunya
undang-undang ini tetap  menjalankan lugasnya, kecuali

ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

(1) Dengan  diberlakukannya undang-undang  ini, Lembaga
Pembantu  Gubernur,  Pembantu Bupati, Pembantu
Wal-ikotamadya, dan  Badan Pertimbangan  Dacrah,
schagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor §
Tahun 1974, dihapus.

: (2) Instansi vertikal di Daerah selain ya'ng menangani bidang-

bidang luar ncgeri, pertahanan kcamanan, peradilan, moneler

“dan fiskal, scrta agama, schagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, menjadi pcrangkat Dacrah,

(3) Scmwa instansi vertikal yang menjadi perangkat Dacrah,

'scbaga‘imana dimaksud pada ayal (2), kckayaannya dialihkan

menjadi milik Daerah.,

Pasal .130
(1) Apabila masa jabatan Wakil Kcpala Daerah berakhir Iehil
awal daripada masa jabatan Kcpala Dacral, Jabatan Wakil
Kepala Daerah lidak diisi.
(2) Apabila masa jabalan Wakil Kepala Dacrah berakhir lebih
fambat (larip;\da masa jabatan Kepala Dacrah, masa jabatan

Wakil Kcpala Dacrah  discsuaikan dengan masa Jabatan

Kepala Dacrah,

BAB XVI
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyalakan tidak

berlaku lagi:

d.

b.

S

2)

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lecmbaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Nomar 3153).

Pasal 132
Ketentoan pelaksanaan schagai tindak lanjut undang-undang
ini sudah sclesai sclambat-lambatnya satu lahun sejak

undang-undang ini ditctapkan.
Pclaksanaan undang-undang ini dilakukan sccara cfektil

selambat-lambatnya .dalam: wakw  dua tahun  scjak

ditctapkannya undang-undang ini.

Pasal 133

Ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlentangan

dan/atdv  tidak scsuai dengan undang-undang ini, diadakan

~

penycsuaian.

Pasal 134

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG
PEMERINTAHAN DALERAH

UMUM

{. .Dasar Pemikiran

a. Negara Republik Indonesia schbagai Negain Kesatuan menganut asas

b.

desentralisasi  dalam  penyclenggaraan pemerintahan,  dengan

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Dacrah untuk

- menyclenggarakan Otonomi Dacrah. Karcna itu, Pasal 18 Undang-

Undang Dasar 1945, antara Jain, menyatakan bahwa pembagian
Dacrah Indonesia atas dacrah hesar dan keeil, dengan hentuk dan
susunan pemerintahannya ditctapkan dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal terschul, antara lain, dikemukakan bahwa
"oléh' karcna Nepara Indonesia itu sualu eenhreidsstaat, maka
h.\dmilcsia tidak akan mempunyai Dacrah dalam lingkungannya yang
bersifal sraat juga. Dacrab Indoncsia akan dibagi dalam Daerah
Propinsi dan Dacrah Propinsi akan dibagi dalam dacrah yang lcbih
kecil. Di dacrah-dacrah yang hersifal otonom (streck en locale
reclhigemeenschappen) alauw bersifat administrasi belaka, semuanya
menurut aturan  yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang"”. Di
dacrah-dacrah  yang bersifal  otonom  akan  diadakan  Badan
Pcr.wnkil:m Dacrah. Oleh karcna itu, di dacrah pun, pemerintahan
akan bersendi atas dasar permusyawaratan.,

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan

yang kuat umtuk menyclenggarakan otonomi dengan memberikan

kewenangan
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kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah, scbagaimana tertuang dalam Kctetapan MPR-RI Nomor
XV/MPR/1993 tentang  Penyclenggaraan  Olonomi  Dacrah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan  Sumber Daya Nasional
yang Berkea.dil-an;‘serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Undang-undang ini discbut "Undang-undang lentang Pemerintahan

Dacrah” karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur
heﬁyclqngéaraan Pemerintahan Dacrah yang lebih mengutamakan
pclaksanéan asas desentralisasi.

Scsbrei‘i ".Eleriga;t Ketetapan MPR-R1 Nomor XV/MPR/1998 tersebut
(li'éil'a:';,' penyelenggaraan Otonomi Dacrah dilaksanakan dengan
mcinlicfikaﬁ kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kcp.ad‘a. ; Dacrah * secara proporsional yang diwujudkan dengan
péngalqrmi,'pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
yan‘g- bérk'ca.dilan, serla perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
Di  samping ilu.r penyclenggaraan  Otonomi  Dacrah  juga
ditaksanakan dengan  prinsip-prinsip  demokrasi,  peran-scrta
masyarakat, pemcrataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi
dan kcanekaragaman Daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong
untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
krcalivitas:‘mcningkﬁlkan peran-serta masyarakal, mengembangkan
pcran dan [ungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Olch karcna
ilu, undang-undang ini mcncmpalklm Otonomi Dacrah secara utuh
pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan schagai Kabupaten

Dacrah
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Dacrah Tingkat II dan Kotamadya Dacrah Tingkat [I. Dacrah
Kabupaten dan Daerah Kola terscbut berkedudukan sebagai Daerah
Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk

dan melaksanakan kebijakan mecnurut prakarsa dan aspirasi

masyarakat. .
_"'Pr_t)pil'Si Daerah Tingkat I menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun

" 1974, dalam Uitdang-undang ini dijadikan Daerah Propinsi dengan

kedudukan sebagai Dacrah Otonom dan sckaligus  Wilayah

Administrasi, yang melaksanakan kewcenangan Pemerintah Pusat

yang didelecgiasikan kepada Guhcrnur  Daerah Propinsi  bukan

‘merupakan Pemerintah alasan dari Dacrah Kabupaten dan Daerah

- Kota. Dengan demikian, Dacrah Otonom Propinsi dan Dacrah

h.

Kabupaten dan Dacrah Kota tidak mempunyai hubungan hicrarki.

Pemberian  kedudukan Propinsi  sebagai Dacrah Otonom  dan

'sekaligus sebagai Wilayah Administrasi  dilakukan dengan

;krlimbangan :

(1) untuk memelihara bubungan yang scrasi anlara Pusal dan
Daerah dalam Rcrangka Negara Kesatuan Republik Indoncsia;

(2) untuk menyclenggarakan Otonomi Dacrah yang bersifat lintas
Dacrah  Kabupalen dan Dacrah Kota scrta  mclaksanakan
kewenangan Otonomi Dacrah yang belum dapat dilaksanakan
oleh Daerith Kabupaten dan Dacrah Kota; dan

(3) untuk 'l'uelaksan‘a&kan lugas-tugas pemerintahan (ertentu yang
dilimpahkan dalam rangka pclaksanaan asas dekonsentrasi.

Dengan  memperhatikan  pengafaman  penyclenggaraan Otonomi

Dacrah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang

nyata dan bertanggung jawab dengan penckanan pada otonomi yang

Ichih



PRESIDIL N
REF’(.{HLIK IMNDIONE SIN ?

- 4 .

lebih mcrupakan kewajiban daripada bak, maka dalam undang-
undang ini  pemberian  kewcnangan  olonomi kepada Dacrah
Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi
| saja dalam wujud otonomi yang luas, nyala, dan bertanggung jawab.,
Kewenangan otonomi  luas  adalah  keleluasaan  Daerah  untuk
mcnyclenggar'nkaﬁ pemerintahan  yang mencakup  kewenangan
sélil_lié bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik
luar ncgeri} pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
| agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan
' dengan Pcraturan Pemerintah. Di samping ilu kelcluasan otonomi
'rrl'vrl'pici]c‘;_lkwﬁp_' pulra: kewenangan yang utul dan Dbulat dalam
| ﬁc_:nydcng@raannya mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,
pcn'gaWa'sén,. 'pcngcndalian, dan cvaluasi.
_ Yéi_\g,dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Dacrah
untuk menyelenggarakan kcwenangan pemerintahan  di  bidang
"tcrlgiit_u"yaﬁg secara nyala ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup,
dan 'l)cr}kcnihang di Dacrah.
Yang dimaksud dengan olonomi yang bertanggung jawab adalah
berupa perwujucdan  pertanggungjawaban  scbagai  kousekuensi
pemberian hak dan kewenangan kepada Dacrah dalam wujud tugas
dan kewajiban yang harus dipikul olch Dacrah dalim mencapai
ujuan pemberian olonomi, berupa peningkatan pelayanan  dan
kesejaliteraan  masyarakal yang scmakin  baik, pengembangan
kchidupan dcnmkrasi‘,’kcadilzm, dan pemerataan, serta pemeliharaan
hubungan yang scrasi antara Pusat dan Dacrah serla antar-Daerah
dalam rangka menjaga  keutuhan Negara Kesatvan Rf:puhlik

Indoncsia.

Otonomi
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Otonomi untuk Dacrah Propinsi diberikan secara lerbatas yang

meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan

yang tidak atau belum dilaksanakan olch Daerah Kabupaten dan

Dacrah . Kola, scrta kewenangan bidang pemerintahan tertentu

lainnya.

“Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi

Dacrah yang dijadikan pedoman dalam  Undang-undang ini adalah

2

3

sebagai berikut :

M

Penyelenggaraan  Otonomi  Dacrah  dilaksanakan  dengan

memperhatikan aspck demokrasi, keadilan, pemeralaan, scria

 potensi dan keanckaragaman Dacraly.

Pclaksanaan Otonomi Dacrah didasarkan pada otonomi luas,
nyata, dan bertanggung jawab,

Pclaksanaan Otonomi Dacrah yang luas dan utuh diletakkan

pada Dacrah Kabupaten dan Daeralh Kota, sedang Otonomi

Dacrah Propinsi merupakan otonomi yang terbalas;

Pelaksanaan otonomi Dacral harus sesuai dengan konstitusi
ncgara Schingga lctab terjamin hubungan yang serasi anlara
Pusat dan Dacrah scria antar-Dacrah,

Pelaksanaan  Otonomi  Dacrih  harus  Iehih - meningkatkan
kemandirian Dacrah Otonom, dan karcnanya dalam Dacrah

Kabupaten dan  Dacrah  Kota tdak ada  lagi  Wilayah

Administrasi.

At

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina olch
Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan
pclabuhan, kawasan perumaban, kawasan industri, kawasan

perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan  kchutanan,

kawasan
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kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya
berlaku ketentvan peraturan Dacrah Otonom.

(6) Pelaksanaan Gtonomi Dacrah harus lebih meningkatkan peranan

dan fungsi badan Icgislatif Dacrah, baik scbagai fungsi legislasi, -

| fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penycleng-
gaaraan Pemerintahan Daerah.

Q) Pclaksana:m‘a.sas (Ickons;:nlrasi dilctakkan pada Daerah Propinsi
dalam . kcduclukannya schagai Wilayah Administrasi untuk
melaksanakan kewenangan  pemerintahan tertentu yang
dilim]iah'kan_ kepada Gubernur schagai wakil Pemerintah,

(8) Pélé.ks'ana'a'ﬁ .asas"tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya

: kla_riPcnncrfnlah kepada Dacrah;- tetapi juga dari Pemerintah dan
D:icrah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana
cl:mA prasarana, scrta sumber daya manusia dengan kewajiban
.mcla.porkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada

yang menugaskannya.

. Pembagian Dacrah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar

1945 beserta  penjelasannya menjadi pedoman  dalam  penyusunan

undang-undang ini dengan pokok-pokok pikiran schagai berikut :

a. Sistem ketatancgaraan Indoncsia wajib menjalankan prinsip pemba-
gian kcwc1;angal1 berdasarkan asas dckonsentrasi dan desentralisasi
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indoncesia;

b. Daecrah yang dibentuk  berdasarkan  asas  desentralisasi dan
dckonscntrasi adalah  Dacrah Propinsi, scdangkan Dacrah yang

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Dacrah Kabupaten

dan
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dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas descntralisasi
berwecnang untuk menentukan dan mclaksanakan kebijakan atas

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;

Pembagian Dacrah di luar Dacrah Propinsi dibagi habis ke dalam

Dacrah Otonom. Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang

berada vdalram-Daé‘rah Kabupaten dan Dacrah Kota dapat dijadikan
:Dzicrall Ot(_mmﬁ atau dihapus;

‘Ke'cama.tan vang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
se-biagari Wilayah Administrasi datam rangka dekonsentrasi, menurul

'u_ndang-'undang ini kedudukannya diubah mcnjadi perangkat Daerah

* Kabupaten atau Dacrah Kota.

3. Prinsip Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah

Prinsip penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah adalah

a.

.h.‘

digunakannya asas desentralisasi, dckonsentrasi, dan tugas

pembantuan;

penyelenggaraan asas desentralisasi sccara utuh dan bulat yang
dilaksanakan di Dacrah Kabupaten dan Dacrah Kota; dan
asas tugas pcmbantuan yang dapat dilaksanakan di Dacrah Propinsi,

Dacrah Kabupaten, Dacrah Kota dan Desa.

Susunan Pemerintahan Dacrab dan Hak DPRD

Susunan Pemerintahan Daerah Gtonom mcliputi DPRD dan Pemerintah

Dacrah. DPRD dipisahkan dari Pemcrintah Dacrah dengan maksud

untuk lebih nmﬁﬂmrdayakun DPRD dan meningkatkan pertanggung-

jawaban Pemerintah Dacrah kepada rakyal. Oleh karcna itu hak-hak

DPRD cukup lvas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan

! ' aspirasi
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aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Dacrah dan mclakukan fungsi

pengawasan.

Kcpala Dacrah

Untuk menjadi Kepala  Dacrah, sescorang  diharuskan  memenuhi
persyaratan terlcntu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa.
kepada Tuhan Yang Maha Esa, wmemiliki etika dan moral,
berpengetahuan, dan berkemampuan schagai pimpinan pemerintahan,
berwawasan kebangsaan, scria mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kepala Dacrah di samping schagai pimpinan pemerintaban, sekaligus
adalah 'Pimpinan Daerah dan pengayom masyarakat schingga Kepala
Daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih
niengulalmlkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakal umum
daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. Oleh karena i,
dari kelompok atau etnis, dan-kcyakinan mana pun Kepala Dacrah harus

bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral.

Pertanggungjawaban Kepala Dacrah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Dacrah, Gubernur
bertanggung  jawab  kepada  DPRD  Propinsi, scdangkan  dalam
kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertangguong jawab
kepada Presiden. Sementara itu, dalam penyclenggaraan  Otonomi,
Dacrah di Daerah Kabupaicn dan Dacrah Kota, Bupati atau Walikota
bertanggung  jawab kél;n(ja DPRD  Kabupaten/DPRD  Kolta dan

berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Mealeri

Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

7. Kepegawaian
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Kepegawaian

Kebijakan kepegawaian dalam undang-undang ini dianut kebijakan yang
mendorong pengembangan  Otonomi  Dacrah  sehingga  kebijakan
kepegawaian di Dacrah yang dilaksanakan «:ch Daerah Otonom scsuai
dehgan kebutuhannya, baik pengangkatan. cnempatan, pemindahan,
dan muta'si maupun pemberhentian sesuai - an peraluran perundang-
undangan. Mutasi 511lar-Dacralz Kabupate: !an Daerah Kota dalam
Daerah Propinsi diatur aleh Gubernur, sed. -kan mutasi antar-Daerah
Propinsi dialur oleh Pemerintah. Mutasi ant. acrah Propinsi dan/atau
antar-Daerah Kabupaten dan Dacrah Kota antara Daerah Propinsi
dé|1gat1 Daerah  Kabupalen dan Daeral Kota didasarkan pada

kescpakatan Dacrah Otonom terschul.

8. Kcuangan Dacrah |

(1) Untuk menyclenggarakan Otonomi Daciah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab, dipcrlukan kewenangan  dan  kemampuan
menggali - sumber  keuangan  sendiri. yung' didukung  olch
perimbangan kcuangan antara Pemerintah Pusal dan Daerah seria
antara Propinsi dan Kabupaten/Kola yang mcrupakan prasyarat
datam sistem Pemerintahan Dacrah,

(2) Dalam rangka menyclenggarakan Otlonomi Dacrah  kewenangan
keuangan yang melekat pada sctiap kcwcnangzm'pcnwrinlﬂhan
menjadi kewenangan Dacrah.

9. Pemerintaban Desa
(1) Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah Desa atau yang discbul

dengan nama lain schagai  sualuy  kesatuan  masyarakat  hukum

yang ...
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yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang ber-
sifal istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan
mengenai Pemerintahan Desa adalah kcanckaragaman, partisipasi,
otonemi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Penyelenggaraan Pemcrintahan  Desa Mmcrupakan subsistem dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan schingga Desa memiliki
kewcnangan  untuk mengalur - dan  mengurus kepentingan
masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung  jawab pada Badan
Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan (ugas
tersebut kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan  hukum. haik hukum publik
maupun  hukum perdata, memiliki kekayaon, harta benda, dan
bangunan serta dapat dituntut dan menuntut i pengadilan. Untuk
itu, Kcpala Desa dengan persclujuan  Badan Perwakilan Desa
mempunyai wewenang untwk  melakukan perbuatan hukum  dan
mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Schagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan
Desa  atau  schutan  fain yang scsuai dengan  budaya yang,
berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi schagai
lembaga legislasi dan pengawasan dalam bal pclaksanaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Betanja Desa, dan Keputusan
Kepala Desa: -

Di Desa dibentuk ]CI:ll;ﬂgﬂ kemasyarakatan Desa tainnya scsuai

dengan kchutuhan Desa. Lembaga dimaksud  merupakan mitra

Pemcrintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa.

(6) Desa
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(6) Desa memiliki sumber pembiayaan  beiupa pendapatan  Dcsa,
bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daciah, pendapatan lain-lain
yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.

(7) Berdasarkan hak asal-usul Desa yang bersangkutan, Kepala Desa
mcmpu_nyai wewenang unluk mendanus perkara/sengketa dari

para warganya.

- (8) Dalam upaya mcningkatkan dan memy - -pat pelayanan kepada
masyarakal vang bercirikan perkotaan < :tuk Kelurahan sebagai
unit Pemerintah Kclurahan yang berada ¢ .ilam Daerah Kabupalen

dan/atau Daerah Kota.

10. Pembinaan dan Pengawasan
Yang dimaksud dengan pembinaan  adalali bih ditckankan pada
memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Dacrah Otonom, ‘sedangkan
pengawasan lcbih ditckankan pada pengawatan represif untuk lebih
memberikan kebebasan kepada Dacrah Owonom  dalam 1ﬁcngamhi]
kcputusan serla memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan
fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan Otonomi
Dacrah. Karena itu, Peraturan Dacrah yang ditctapkan Dacrah Otonom
tidak memerlukan  pengesahan  (erlebih  dabulu  oleh pejabat - yang

berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

a

Pasal
Cukup jelas

Pasal 2 ...
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Ayal (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Pasal 3

Yang dimaksud Wilayah Administrasi adalah daerah administrasi

menurut Undang-Undang Dasar 1945,

Cukup jelas

Pasal 4

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Pasal 5
Aya

Yang dimaksud dengan tidak mcmpunyai hubungan hierarki satu
sama lain adalah bahwa Dacrah Propinsi tidak membawahkan
Daerah  Kabupaten dan Dacrah Ko, tetapi  dalam  prakiek
penyclenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kcrja
sama, dan/atau kemitraan dengan Dacrah Kabupaten dan Dacrah
Kota dalam kedudukan masing-masing schagai Dacrah Otonom.
Sememtara i, dalam  kedudukan schagal Wilayah Administrasi,
Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan hubungan pembinaan

dan pengawasin terhadap Dacrah Kabupaten dan Dacrah Kola.

LY

(1)
Cukup jelas

Ayal (2) ..
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Ayat (2)
Untuk  menentukan  batas  dimaksud setiap Undang-undang
mengenai pembentukan Dacrah dilengkaj dengan peta yang dapat
mcminjukkan dengan  ftcpat  lctak  .-ografis  Dacrah yang
_bersangkutan, demikian pula mengenai p- :hahan batas Daerah.
Ayat 3) :
Yang dimaksud diletapkan dengan Perair - Pemerintah didasarkan
pada usul Pemerintah Dacrah dengan pe: ;juan DPRD.
Ayal (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jeias

Pasal 7

Ayat (I}
Yang dimaksud dengan moncter dan fiskat adalah kebijakan makro
ck-onnmi.
Khusus di bidang keagamaan schagian kegratannya dapat ditugaskan
olch Pemerintah kepada  Dacrah  schaga:  upaya meningkatkan
keikutsertaan - Dacrah - dalam - menumbuhkembangkan  kehidupan
beragama.,

Ayat (2)
Cukup jclas-

asal 8
Dalam penyclenggaraan kewenangan Pemcrintah yang discrahkan dan

alau  dilimpahkan  kepada  Dacral/Gubernur,  Dacrah/Gubernur

mempunyai
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mempunyai kewenangan untek mengelolanya mulai dari pembiayaan,

perijinan, perencanaan, pelaksanaan, dan cvaluasi sesuai dengan

standar, norma, dan kebijakan Pemcerintah.

Pasal 9
- Ayat (D)
| Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten
dan Kota scperti kewenangan di bidang pekerjaan umum,
perhubungan, kchutanan, dan perkcbunan.
Yang dimaksud dengan kewenangan biding pemerintahan tertentu
lainnya adalah :
a. pcrencanaan dan pengendalian pembangunan regional sccara
makro;
b. pelatiban bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia
poténsial, dan penclitian yang mencakup wilayah Propinsi;
c. perigcl.dlva:m pelabulian regional;
d. pengendalian lingkungan hidup;
¢. promosi dagang dan budaya/pariwisala;
f. penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan
g. perencanaan lata reang propinsi.
Ayat (2)

" Yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan Dacrah

Kabupaten®dan Daerah Kota yang ditangani oleh Propinsi setelah

A

ada pernyataan dari Dacral Kabupaten dan Daerah Kota.

Ayal (3)

Cukup jclas

Pasal 10
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Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya
alam, sumber daya buatan, dan sumber da v manusia yang tersedia
- di Dacrah.
Ayal (2)
- Khusus untuk penangkapan ikan sccara . lisional tidak dibatasi
wilayah laut.
Ayat (3)
Cukilpjclas
Ayt
Cukup jclas

Pasal 11

Ayat (1)
Dengan diberlakukannya undang-undang im. pada dasarnya seluruh
kewenangan sudah berada pada Dacrah Kabupaten dan Daerah
Kota. Olch karcna itu, penycrahan kewenangan tidak perlu
dilakukan sccara aktif, tetapi dilakukan mclalui pengakuan olch
Pemerintah.

Ayat (2)
Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam
penyclenggaraan  otonominya, untuk  menghindarkan  terjadinya
kckosongan penyclci‘@gaman pelayanan dasar kepada masyarakat,
Dacrah  Kabupaten dan  Dacrah Kota  wajib  mclaksanakan
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini,

scsuai dengan kondisi Dacrah masing-masing.

Kewenangan ...
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Kewenangan vang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan
Dacrah Kota tidak dapat diatihkan ke Dacrah Propinsi.
Khusus kewcnangan Dacrah Kota discsuaikan dengan kebutuhan

perkotaan, antara  lain, pemadam  kebakaran,  kebersihan,

pertamanan, dan tata kota.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasarl 13
Cukup jelas |

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup‘jclns

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ké(iudukalllyxa schbagai Badan Legislatif Daerah, DPRD

bukan merupakan bagian dari Pemerintah Dacrah,

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal [8



Pasal 8
Ayat (1)

Hurul a

Cukup jelas

Huruf b

PRESIDEN
RECPUBLIS INDONELSIA

Pemilihan anggota MPR dari Utu-
oleh DPRD Propinsi.

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurul ¢
Cukup jelas
Hurul 1
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

an

+ Daerah hanya dilakukan

Pasal 20 ...
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Iasal 20

Ayal (1)
Yang dimaksud dengan pejabal negara dan pejabat pemerintah
adalah pejabat di lingkungan kerja DPRD bersangkutan,

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayal (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas |

Pasal 22
' Cukup jclas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jeclas

A

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27 ...
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Pasal 27
Cukup-jclas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

P‘asal. 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jclas

Pasal 32

Cukup jclas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1) .
Yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
" Dacrah secara bersamaan adalah bahwa calon Kepala Daerah dan
calon Wakil Kepala Dacrah dipilih secara berpasangan. Pemilihan
sccara bersamaan ini dimaksudkan untuk menjamin kerja sama yang

harmoiis antara Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah.

‘ Ayal (2) ...
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Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
- Cukup jelas
' Ayﬁt (4) |
Cukup jelas
CAyal(s)
Cukup jelas

Pasal . 35
" Cukup jelas

Pasal 36
Ayal (n
CukupjeIaS
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rapal paripurna adalah rapal yang khusus
diadakan untuk pemilihan Kepala Dacrah.
Ayal (3)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Ayal (1)
Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dikonsultasikan dengan

Presiden, karena kedudukannya sclaku wakil Pemcrintah di Daerah.

Ayal (2) ...
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Ayat (2)

Calon Bupati dan calon Wakil Bupati scrta calon Walikota dan

- calon Wakil Walikota diberitphukan kepada Gubernur selaku wakil

Pemerintah.

< p o e

C_uku p jelas

Pasal 40
Cukupjelas

Pasal _4i
Cukllp jclas

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jclas

Ayal (2)

Pengucapan  sumpah/janji dan  pelantikan Kcpala Dacrah dapat
dilakukan di Gedung DPRD atau «j gedung lain, dan tidak
dilaksanakan dalam rapat DPRD. Pengucapan  sumpah/janji
dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

a. diawali dengan ucapan “Demi Allah™ untuk penganut agama

at

Islam;

4

b.. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya™ untuk

penganut agama Kristen Protestan/Katolik;

c. diawali
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c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawiscsa” untuk
penganut agama Hindu; dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha” untuk
penganut agama Buddha.
Ayat (3)
| Cu-kup jelas
Ayat (4) |
Cukup jelas

Pasal 43 ‘ | |

HuruFa
Cu k-up jelas

Huruf b
Cukup jelas

Hurul ¢
Cukup jelas

Huruf d
‘Cukup Jjelas

Hurufe
Dalam upaya meningkatkan taral kescjahteraan rakyal, Kepala
Dacrah berkewajiban  mewujudkan  demokrasi ekonomi  dengan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil
dan mcnél‘lgah yang mencakup  permodalan,  pemasaran,
pengembangan  teknologi, produksi, dan  pengolahan  scria
pembinaan dan pengembangan sumbcr daya manusia.

Huruf [ |
Cukup jelas

Huruf g ...
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Huruf g.

Cukup jelas

Pasal 44
_ Cukup jetas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
“Cukup jelas.

Pasﬁl 47
Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a dan hurul e
Larangan terscbul dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan
tetjadinya  konflik  kepentingan  bagi  Kcpala  Dacrah  dalam
mclaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan pecmerintahan
dengan tidak membeda-bedakan warga masyarakat.

Huruf b, huruf ¢, dan huruf d
Larangan icrschut (!ilnaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan
kckuasaan, antara lain, yang berwujud  korupsi, kolusi, dan

nepolisme.

Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50 ...
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Pasal 50

Cukup jclas

Pasal 51 7
 Cukup jelas

Pasal 52:
Curkup Jelas

Pasal 53 - <

Ayat (1)
Pelﬁherilahu:m Sccara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan
Gubérnur, tembusannya dikirimkan kcpada Presiden, scdangkan
bérakhirnya masa jabalan Bupali/Walikota, tcmbusannya dikirimkan
kepada Gubernur.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas .-

as

Pasal 35 -
Cukup jelas

Pasal 56 ...



Pasal 56
Ayat (1)
Cuk
' Aya( (2)
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up jelas

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengucapan sumpah/janji dan pelanti; Wakil Kepala Dacralh

dapat dilakukan di Gedung DPRD ata gedung lain, dan tidak

dilaksanakan dalam rapat DPRD. - "ngucapan - sumpah/janji

. dilakukan menurut agama yang diakui Pc  :intah, yakni :

2. diawali dengan ucapan “Demi All: untuk penganut agama
Islam; —-
b. diakhiri dengan ucapan “Scmoga Tui: menolong saya™ untuk
pcnga.nul agama Krislen Protestai/Katolik;
c. diawali dengan ucapan “Om atan paramawisesa”™ untuk
penganul agama Hindu; dan
d. diawali dcngan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha® untuk
penganut agama Buddha.
Ayal (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayal (6)
Cukup jclas

Pasal 57

Cukup jclas

Pasal 58 ...



Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasall 6l
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jclas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 065

PRLCSHDUN
RCPURLIK 1NOONSTA

Yang dimaksud ' dengan fembaga tcknis adalah Badan Peaelitian dan

Pengembangan, Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan

Pendidikan dan Pelatihan, dan lain-lain.

Pasal 66
Cukup jclas
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Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
C(lkup jélas_

Ayat (3)

' Sekretaris Dacrah Kota/Kabupatcn membe:: pertimbangan kepada
Waii_kotalBupati dalém proses pengangkatu: urah.

Ayat (4) |
Camat dapat melimpahkan sehagfan kewenar-an kepada Lurah,

Ayat (5) -

| Cilkllf)jclas
Ayarl (6) |
Cukup jelas

~ Pasal 68
Cukup jclés

Pasal 69
Peraturan Daerah hanya ditandatangani olch Kepala Dacrah dan
lidak ditandatangani-serta Pimpinan DPRD karena DPRD bukan

mcrupakan bagian dari Pemcrintah Dacrah.

Pasal 70
Yang dimaksud dengan Pcraturan Dacrah lain adalah Peraturan Daerah

yang scjenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Pasal 71
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Ayal (1)

Paksaan yang dilakukan olch Pemerintah Dacrah untuk mencgakkan

hukum dengan Undang-undang ini discbut “paksaan pencgakan

~ hukum™ atau “paksaan pcmeliharaan hukum™.

Paksaan pencgakan hukum it pada umumnya berwujud mengambil

~ atau meniadakan, mencegah, melakukan. atau memperbaiki segala

sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dnalankan, dialpakan, atau

- (ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.

- Paksaan itu harus didahului oleh suary perintah tertulis oleh

'-.;'pengu'asa' eksekutif “kepada pelanggar.  Apabila pelanggar tidak

~mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang

'-jmcnjal»aukan tindakan paksaan pencgakan hukum terhaclap pelanggar

harus dengan tegas discrahi tugas terschut. Paksaan penegakan

hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu

" saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena

Ayat (2)

piksaan tcrscbut pada umunmnya dapal menimbulkan kerugian atau
penderitaan. Jumilah denda dapat discsuaikan dengan perkembangan

tingkat kemahalan hidup.

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas .

Pasal 73
Aya

t(n
Pengundangan Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala Dacrah
yang bersifat mengawr dilakukan menurul Cara yang sah, yang

merupakan .,
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merupakan keharusan agar Peraturan Dacrah dan Keputusan Kepala
Dacrah {crsehut mempunyai - kekvatan  hukum  dan mengikal.
Pengundangan dimaksud kecuali untuk memenuhi formalitas hukum
Juga d_alam rangka kcterbukaan pemerintihan. Cara pengundangan
yang sah adalah dengan mencmpatkannya dalam Lembaran Dacrah
oleh Sekrelaris Daerah. Untuk Icbih mengefeklifkan pelaksanaan
I"cralui'an‘Dacrah dan Keputusan Kepal. Daerah, peraturan dan
keputusan tersebut perlu dimasyarakatkan
Ayat @)
Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Pemindahan pegawai dalam Daeraly Kabupaten/Kota ditakukan olch
Bupati/Walikota, pemindahan pegawai antar-Dacrah Kabupaten/Kota
dan/atau antara Dacrah Kabupaten/Kota dan Dacrah Praopinsi dilakukan
oleh Gubernur setelah  berkonsultasi dengan  Bupali/Walikota, dan
pcmin.dah:ln pcgawai antar-Dacrah Propinsi atau antara Daeral Propinsi
dan  Pusat  scrla pcrﬁindahun pcgawai  Dacrah  amtara  Dacrah
Kabupaten/Kota dan Dacrah Kabupaten/Kota di Daerah Prdpinsi lainnya

ditclapkan olch Pemerintah sctelah berkonsultasi dengan Kepala Dacrah.

Pasal 77
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Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78 ‘
Cukup jelas

Pasé_ti 79-
| -Hufurfa“
Angka i)
“ Cukup jelas
Angka2)”
Cukupjela’sl
Angka 3)
Cukup jelas
Angka 4) |
Lqin-lain pendapatan asli Dacrah yanp sah antara lain hasil

penjualan asset Dacrah dan jasa giro.

Hurul' b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Lain-fain bf:ndapalapsDacrah yang sah adalah antara lain hibah atau
penerimaan dari Dacrah Propinsi atau Dacrah  Kabupaten/Kota

lainnya, dan penerimaan lain scsuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 80 ...
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Pasal 80
Ayral (n
Hurufa

 Yang dimaksud dengan penerimaan sumber daya alam adalah
penerlmdan ncgara yang berasal dan pengelolaan sumber daya
alam antara lain di bidang pertambangan unum, pertambangdn
'mmyak dan gas huml kehutanan, dar perikanan.
Iluruf b
‘ Cukup _]Bl 1S
Huruf c-
Cukup jC' 15 -
Ayal (2) 7
Tulak lcrmasuk baglan Pemcrintah dari - mnnan Pajak Bumi dai)
Bangunan dan Bca Perolchan Hak Alas 7 anah dan Bangunaﬁ yang
dlkcmballkan kepada Daerah
Ayal ('5)
Cukup Jelas
Ayal (4)

Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Pinjaman dalam ncgeri  bersumber  dari Pemerintah, lembaga

komersial,  danfatau  penerbitan  obligasi  Daerah dengan

diberitahukan  kepada  Pemcrintah  sebelum peminjaman lerschut

dilaksanakan.

Yang
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Yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjiuman Dnﬁr;nh
adalah Kepala Daerah, yang ditctapkan dengan Keputusan ch.nld
Dacrah alas persctujuan DPRD.
Di dalam chulusan Kepala Dacrah harus dicanumkan jumiah
pm;aman dan cumhcr dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran
pmJaman |

Ayal (2) -
Cukup Jelas

Ayat (3)
Mekamsmc pm_]aman dari sumber lua- ncgeri harus mendapat

"'_perwelu_juan Pt.mennlah mengandung percertian bahwa Pemerintah

akan melakukan evwluasn dari berbaga:  aspek mengenai dapat
ucl.\knya usulan pinjaman  Dacrah unt diproses Ichih Janjut.
Dengan demikian pemroscsan lebib lanjut usulan pinjaman Daerah

| ‘secar.a tidak langsung sudah mencerminkan persctujuan Pemerintah
atas usulan termaksud.

Ayat (4)

x ' Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)
Dacrah .dapa( menelapkan pajak dan retribusi dengan Peraturan
Dacrah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Ayat (2)
Penentuan tata cara pemungutan  pajak dan  retribusi Daerah
termasuk pengembalian atau pembebasan pajak dan/atau retribusi
Dacrah yang dilakukan dengan berpedaman pada ketentuan yang
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Pasal 83
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Pasal 83 .
Ayal (1)

Yang  dimaksud dengan insentit nonfiskal adalah  bantuan

Pemerintah berupa kemudahan pembireiunan prasarana, penyebaran

lokasi industri strategis, pcnyebaran ' kasi pusat-pusat perbankan

nasional, dan lain-lain.
Ayat (2) ‘
~ Cukup jelas

Pasal 84 o
Cukup_iélas. .

Pasal 8‘3
Ayau(l)
Cukﬁp Jjelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan tindakan hukuny |

ain adalal menjual,

menggadaikan, . menghibahkan,  (ukar guling,  danfatay

memindahtangaikan,

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87 ...
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Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88 ;
:'Cu_kupl jelas.

Pasal 89
* Cukup jelas

Pasil 90
V»_(ﬂ?_uk_ilprjelas‘. U

Pasal 91
_Aya_t(l')'

Yang dimaksud dengan fembaga bersama adalah lembaga yang

dibentuk sccara bersama oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang

berbatasan — dalam rangka  meningkatkan pelayanan  kepada
masyarakal.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

..

Pasal 92
Ayat (1)

Pemerintalt - Daerah  perlv  memfasilitasi pecmbentukan  forum

“perkotaan  untuk  menciptakan sinergi  Pemcrintah Dacrah,

masyarakat, dan pihak swasta,

Ayal (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan  pemberdayaan  masyarakat  adalah

pengikutsertaan dalam percncanaan, pelaksanaan, dan pemilikan.

Avyal (3) |
Cukup jelas

Pasal 93
| Ayat(l)
. o | | Istrilra_hngsa disesuaikan dengan kondisi <.ial budaya masyarakat
Sctcrﬁpat seperti nagﬁri, kampung, huta, be- dan marga.

YanAg_rdim:iksud'_dengan asal-usul adalah «cbagaimana dimaksud

calam Pasal I8 Undang-Undang Dasar 194 lan penjelasannya.

Ayat (2)

Dalam pembcntukan, penghapusan, dan/at.u penggabungan Desa

perlu  dipertimbangkan luas  wilayaly, jumlah penduduk, sosial

budaya, polensi Desa, dan lain-fain.

. Pasal 94
_Istilah Badan Perwakilan Desa dapal discsuaikan dengan kondisi sosial

budaya masyarakat Desa setempat.

Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan

oleh masyarakat Desa.

ar

Pasal 95
Ayat (1)

Istifah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya

Dcsa setempat.

Ayat (2) ...
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Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 96 . -
Daerah Kabupaten dapat menctapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai

dengan sosial budaya sétcmpat.

Pasal 97 ., - |
Cuktip?jr_:las c

Pasal 98
Ayal (1),
* Cukup jelas
Ay
Pcngui:;'lpan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurul agama
yang diakui Pemerintah, yakni :
a.  diawali dengan ucapan “Demi Altah* untuk penganut agama
Islam;-
b. diakhiri dengan ucapan “Scmoga Tuhan menolong saya™ untuk
penganul agama Kristen Protestan/Katolik;
c. diawali dengan ucapan “Om atah paramawiscsa”  untuk
penganut agama Hindu; dan
d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Buddha" unluk
penganut agama Buddha. |
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 99 ...
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Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100 -
- Pemerintah Desa herhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang
tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber

daya manusia.

Pasal 101 ¢

Hurufa - _
Cukup Jelas

Hurufb
Cﬁkup jelas

Hﬁruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas )

Hurul ¢
Untuk mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, Kepala Desa
dapat dibaﬁlu olch lembaga adat Desa. Scgala persclisihan  yang
telah didamaikan oleh Kepala Dcesa bersifat mengikat pihak-pihak
yang herselisih.

Huruf [
Cukup jclas

.

Pasal 102

Huruf a _

Cukup jelas
Huruf b ...
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Hurufl b

Laporan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan

kepada Camat.

Pasal 101 S o -
Ayat(l) h
Hurul’a )
Cukup jet: u:f.
Huruf b
Cukup Jel.n
Huruf c
| Cukup Jel.w 7
Hurur d |

Untuk  menghindari kckosongan  dalam  penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Kepata Desa yang telah berakhir masa

g : | ja_batann'ya tetap melaksanakan tugasnya sebagai Kcpala Desa
| szﬁnpéi dengah dilantiknya Kepala Dcsa yang baru.
Huruf c |
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 104 -
‘§
Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa meliputi - pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal [05 ...
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Pasal li)ﬁ
Ayat ()
Cukup jelas
' Ayal (2)
Cukup Jelaq
Ayal 3
' Pcraluran Desa udak memerlukan penges.-an Bupati, (etapi wajib
dtsampalkan kepadanya sclambat-famba:- .+ dua minggu setelah

~ ditetapkan dcngan tembusan kepada Camat
Ayal 4
Cukup Jelas

Pasal 106 |
Cuk_up jelas

Pasal 107
Ayal ()

Sumbcr pcndamtan yang telah dimiliki dan «ikclola oleh Desa tidak
dibenarkan diambil alih oleh Pemcerintah atau Penterintal; Dacrah.
Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa
dilakukan, antara fain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Dcsa,
kerja sama  dengan  pihak ketiga, dan  kewenangan  melakukan
pinjaman.

Sumber Pondapatan  Dacrah yang berada di Desa, baik pajak
maupun rctribusi y:ﬁl;; sudah dipungut olch Dacrah Kabupaten,
lidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
Pendapatan Daerah dari sumber terschut harus dihcrikan‘kepa(la

Desa yang bersangkwtan dengan pembagian sccara proporsional dan

adil.
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- adit. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban hiaya
ckonomi linggi dan dampak lainnya.
Ayat (2)
Kegiatan pengelolaan Angparan Pendapatan dan Belanja Desa yang

' 'clitclapkan seliap lahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan

tata usaln kcuang'm dan perubahan serta perhilungan anggaran
Ayat 3 '

Cukup Jelas .
| Ay'lt 4) ‘

Cukup Jclas '
Ayat (5)

Cukllp Jclas '

Pasal 108 ‘
Cukup jelas

Pasal 109
'Ayal(l)

' Kerja sama antar-Desa yang memberi beban kepada masyarakat

harus inendapat persclujuan Badan Perwakilan Desa.
Ayal (2)

Cukup jelas
Pasal (10

Pemerintah Desa yang lidak diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud

berhak menolak pembangunan terschbut.

Pasal 111
Ay;'n (N
Cukup jelas

Ayat (2)
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Ayal (2)
Yang dimaksud dengan asal-usul adalah asaf-usui terbentuknya Desa

yang bersangkutan.

Pasal 112
Ayat (1)
Yang dimaksuc‘!.‘dcngan memfasilitasi ada’ - upaya memberdayakan
Daerah Otonom melalui pemberian pedor: . bimbingan, pelatihan,
arahan, dan supervisi.

Ayat (2)
C(;kup jelas -

Pasal 113 |

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayal (2)

Cukup jclas
Ayat (3)

Cukup jclas
Ayat (4) .

LY

Pengajuan keberatan kepada  Mahkamah  Agung  scbagai upaya
hukum terakhir dilakukan sclambat-lambatnya lima  belas  hari

sctelah adanya keputusan pembitalan dari Pemerintah,

Pasal 115
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Pasal 115
Ayal (1)
Mckanistne pembentukan, penghapusan, penggabungan, danfatau
pemekaran Daerah dilakukan dengan cara scbagai berikul:
a. Daerah yang akan dibentuk, dihapus, digabung, danfatau
| .dimékarkan'(li_usulkan olch Kcepala Dacrah dengan persetujuan
DPRD kepada Pemerintah;,
b. P_emerintah'mcnﬁgaskan Dewan Pertunbangan Otonomi Daerah
Vqrrﬂuk melakukan penelitian dengan memperhatikan kemampuan
,ckonomi, -pqlens’i dacrah, sosial-budava, sosial-politik, jumlah

- penduduk, luas daerah, dan pertimbargan lain;

¢. Dewan Pertimbangan Otonomi Dacr.: menyampaikan pertim-

bangan untuk penyusunan rancangan undang-undang  yang
| mcngaluf pembentukan, penghapusan penggabungan, dan/atau
pemekaran Daerah Otonom.
Ayat (2)
Yang dimaksud "dengan Asosiasi - Pemcrintah - Dacrah  adalah
. ' organisasi yang dibentuk olch Pemerintah Dacrah dalam rangka
kerja sama anlar-Pemerintah Propinsi, anta-Pemerintah Kabupaten,
danfatau antar-Pemerintah  Kota  berdasarkan  pedoman  yang
dikclu.arkan olch Pemecrintah.
Wakil-wakil Daerah dipilih olch DPRD dari herbagai keahlian,
terutama (i bidang kevangan dan pemerintahan, scrla'bcrsikap
independen sebanyak 6 orang, yang terdiri atas 2 arang wakil
Dacrah Propinsi, 2 orang wakil Dacrah Kabupaten, dan 2 orang
wakil Daerah Koia dengan masa tugas sclama dua tahun,
Ayat (3)
Cukup jelas
o Ayat (4) ...



PRI N
RECPLHILBC INDONE 51 A

- 43

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Ayal (6)
~ Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal I8
Ayal (1)

Pemberian otonomi khusus kepada Propinsi Dacrah Tingkat I Timor

Timur didasarkan pada perjanjian bilateral antara Pemerintah

Indoncsia dan Pemerintah Partupal di bawah supervisi Perserikatan
n

Bangsa-Bangsu.

Yang dimaksud dengan ditetapkan lain adalah Keletapan MPR R

yang mengatur status Propinsi Dacrah Tingkat I Timor Timur lehil

lanjul,
Ayal (2) e
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jclas

Pasal 120 ...
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Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122

Pengakuan keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh  didasarkan pada
sejarah perjuangan kemerdckaan nasional, scdangkan isi keistimewaan-
nya -herupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta
menibéfhalikan peranan ulama dalam penctapan kebijakan Daerah.
Pehghkllan keistinmwaan Propinsi [stimewa Yogyakarta didasarkan pada
. asal-usul dan peranannya dalamn scjarah perjuangan nasional, scdangkan
.isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertim-
‘bangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur
dengan mempertimbangkan calon dari kewrunan Paku Alam yang

memenuhi syaral sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124 |

. "

Cukup jclas

Pasal 125 ' |
Cukup jelas

Pasal 126
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Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cuk_up jelas .

' Pasai ,128

Cdkﬁp jclas

 Pasal 129

| Cukl.lpjelasi_ |

Pasal 130
Cukup jclas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan  yang (erkait dengan pelaksanaan
undang-undang ini sudah harus sclesai selambat-lambatnya dalam
‘waklu salw tahun,
Ayat (2)

Pclaksanaan penataan dimulai scjak ditetapkannya undang-undang

LI

ini dan sudah selesai dalam wak(u dua ahun.

Yasal [33
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Pasal 133

Cukup jelas

Pasa’l 134

~ Cukup jclas
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